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KATA PENGANTAR  
 

 
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019  merupakan bentuk komitmen nyata 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dalam mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKj IP) adalah wujud pertanggungjawabn 

pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu 

tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 telah 

diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan .  

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana 

Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-

masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan 

dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan 

datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan 

prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan 

akuntabilitas di lingkungan pemerintah 

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa 

mendatang. 

 

    Banjarnegara,   Januari 2020 

   KEPALA DINAS KESEHATAN 

          KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

   dr. AHMAD SETIAWAN, MPH  

              Pembina   

    NIP. 19720918 200501  1 008
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.   GAMBARAN UMUM  

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada 

daerah provinsi/kab./kota untuk memajukan daerahnya. Hal ini diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. 

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa 

mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu 

perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus 

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan 

datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. 

 
A.1 LANDASAN HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421);  

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  

c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);  

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahC 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 75 tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

g. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2019 

tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Ke 0lsehatan  diKabupaten/Kota; 

h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2015-2019; 
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i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2017 – 2022 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

k. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

l. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  

 

A.2 GAMBARAN PERANGKAT ORGANISASI  

1. KEDUDUKAN 

Keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun  2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara.  

2. SUSUNAN ORGANISASI 

    Susunan organisasi Dipnas Kesehatan adalah sebagai berikut : 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program dan Informasi; dan 

b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; 

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan 

c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; 

4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari : 

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 

c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan; 

b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan 

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

6) UPTD; dan 

7) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

  Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah 

sebagai berikut :  

1. Kepala Dinas 

a. Tugas Pokok : 

  melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah. 

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai 

fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan; 

2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber 

daya kesehatan; 

3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya 

kesehatan; 

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber 

daya kesehatan; 

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber 

daya kesehatan; 

6) Pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas; 

7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

8) Pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

A.3 KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN TAHUN 2019 

NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

1. Gedung Dinas Kesehatan  1 Unit 

2. Gudang Farmasi  1 Buah 

3. Laboratorium Kesehatan  1 Buah 

4. Puskesmas Total 35 Unit 

 - Puskesmas Non Perawatan 20 Unit 

 - Puskesmas  Perawatan 15 Unit 

    - Puskesmas Perawatan PONED 13 Unit 

    - Puskesmas Perawatan Non PONED 2 Unit 

5. Puskesmas Pembantu 39 Unit 

6. Bidan di Desa 257 Unit 

7. Kendaraan Dinas   

 - Jumlah seluruh Pusling dan ambulance  51 Unit 

 - Jumlah Mobil Jenazah 1 Unit 

 - Jumlah Kendaraan Roda 4 di Dinas Kesehatan 11 Unit 

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan 
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A.4 JUMLAH PNS, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, PEJABAT 

STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. 

Jumlah PNS di Dinas Kesehatan Tahun 2019 total sebanyak 1.138 Orang, 

meliputi tenaga PNS di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas. Jika 

diuraikan berdasarkan kualifikasi Pendidikan maka jumlah PNS dengan kualifikasi 

Pendidikan SD sejumlah 13 Orang, SMP sejumlah 28 orang, SMA 240 orang, 

Diploma 1,2,3 sejumlah 609 orang, Srata 1 sejumlah 212 orang, dan Srata 2 

sejumlah 36 orang. 

Berdasarkan kualifikasi golongan, maka Golongan I sejumlah 11 orang, 

Golongan II sejumlah 496 orang, Golongan III sejumlah 597 orang dan Golongan 

IV sejumlah 24 orang. Berdasarkan Kualifikasi Jabatan terdiri dari Jabatan 

Struktural sejumlah 83 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sejumlah 1.036 orang, 

dan Jabatan Fungsional Umum sejumlah 270 orang. 

 
A.5 FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA  

Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2019 yaitu 

Rumah Sakit umum sebanyak 3 unit, Rumah Sakit Khusus  0 unit, Rumah Bersalin 

0 unit, Klinik sebanyak 16 unit, Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 unit, 

Apotek sebanyak 61 unit, UPTD Puskesmas sebanyak 35 unit, Puskesmas 

Pembantu sebanyak 39 unit, Posyandu sebanyak 1578 posyandu, dan Puskesmas 

Keliling sebanyak 37 unit. 

Ada perubahan Nomenklatur Rumah Bersalin masuk dalam kategori Klinik 

sehingga data jumlah rumah bersalin 0 unit dan masuk dalam jumlah klinik yaitu 

Klinik Anugerah, Klinik Hidayah, Klinik Muara Kasih dan Klinik Restu Bunda. 

 

B. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS  

B.1  PERMASALAHAN 

1. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. masih ditemukannya balita 

gizi buruk dan balita di bawah garis merah, cakupan pemberian makanan 

pendamping ASI pada keluarga miskin. Perlu optimalisasi pelayanan dasar dan 

rujukan termasuk ketersediaan sarana prasarana penunjang keselamatan ibu 

dan anak. 

2. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban 

ganda penyakit.  

3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum 

optimal dan Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat 

4. Kesadaran  masyarakat  terhadap  asuransi  kesehatan  belum  tumbuh  

dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk 

membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya. 

5. Belum terpenuhinya standar pelayanan di  puskesmas dan rumah sakit 
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6. Belum   terpenuhinya   jumlah,   jenis,   kualitas,   serta   penyebaran 

sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka 

regulasi ketenagaan kesehatan. 

7. Belum  optimalnya  ketersediaan,  pemerataan,  dan  keterjangkauan obat 

esensial,  penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasian yang berkualitas. 

8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi 

pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan 

 
B.2  ISSU STRATEGIS 

Proses Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

ditetapkan melalui tahap identifikasi awal telaah Regulasi, Kajian terhadap Tugas pokok 

dan fungsi, telaah terhadap dokumen, laporan dan pengamatan dan pembahasan 

bersama pemangku kepentingan terhadap isu masalah kesehatan pada masa yang akan 

datang. 

1. Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan  Masyarakat meliputi kesehatan 

keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 

2. Belum Optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan 

penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 

3. Rendahnya mutu dan akses pelayanan kesehatan dalam hal ketersediaan,  

pemerataan dan kualitas sumber daya kesehatan (Sumber Daya Manusia, Sarana 

Prasarana, dan Sediaan Farmasi) 

4. sistem informasi kesehatan belum berjalan optimal sehingga berpengaruh pada 

ketersedian data, kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja 

dinas 

5. Pelayanan pengelolaan keuangan,  umum dan kepegawaian dalam mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kesehatan belum terintegrasi dengan baik 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara secara bertahap ingin mencapai 

sasaran pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 

2017 – 2022 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 

Tahun 2017. 

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai kecenderungan 

masalah kesehatan ke depan serta mempertimbangkan  Visi  dan Misi Kepala Daerah  

Kabupaten Banjarnegara, maka Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara: “Banjarnegara 

Bermartabat dan Sejahtera” 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran dan berkontribusi 

dalam tercapainya seluruh misi kabupaten utamanya misi kelima yaitu “Mewujudkan 

Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan Kualitas 

Pelayanan Dasar” maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara harus 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional  

dimaknai  sebagai  pola  pikir,  pola  sikap  dan  pola tindak yang sistematis, transparan 

dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan. Kesehatan  Paripurna  

dimaknai  sebagai  isu  kesehatan  yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif yang diperankan  oleh  semua  pelaku  kesehatan   baik eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah  serta  masyarakat  secara  

profesional  termasuk penyediaan sumber daya kesehatan. 

Tujuan umum yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

adalah  Terwujudnya Kabupaten Banjarnegara Yang Bermartabat dan Sejahtera dengan 

cara Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia melalui pemenuhan hak dasar dalam 

peningkatan Status Derajat Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka mendukung misi 

kelima, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai  tujuan antara lain: 

1. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat, menggerakkan dan memberdayakan 

masyarakat, peningkatan mutu kesehatan lingkungan menuju kemandirian untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat serta terwujudnya jaminan pemeliharaan 

kesehatan seluruh masyarakat.  

2. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan 

penanggulangan kejadian penyakit, kecacatan dan kematian akibat penyakit 

menular maupun tidak menular serta KLB dan Bencana atau krisis kesehatan  

3. Meningkatkan  pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 

masyarakat  dengan didukung sumber daya kesehatan yang memadai dari segi  

kuantitas maupun kualitas.  
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4. Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja didukung oleh sistem informasi  

manajemen dan sumber daya manusia yang bermutu dan kompeten  

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut, maka pada tahun 2019 sasaran 

prioritas Dinas Kesehatan adalah peningkatan status kesehatan masyarakat dengan 

pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan 

AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan 

penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas 

prasarana, sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan serta sistem 

akuntabilitas kinerja yang optimal. 

 

B. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan 

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, 

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan 

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 

5.  Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.  

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan pada Tahun 2018 

telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Banjarnegara untuk mewujudkan 

target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Guna mewujudkan kinerja yang telah 

diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 

melaksanakan 18 (Delapan Belas) sasaran, 19 (Tujuh Belas) Program dan 43 (Empat 

Puluh Satu) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD 

Puskesmas.  
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Didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD (Termasuk didalamnya DAK 

Fisik dan DAK Non Fisik) yaitu sebesar Rp. 141.134.240.245,00 dengan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp. 129.853.857.702,00 (92%) dengan Realisasi Fisik rata-rata 95% 

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, 

Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kesehatan 

dengan Bupati Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Tabel di bawah ini. 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2019 

REALISASI CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatnya 

kualitas dan cakupan 
pelayanan  
kesehatan 

Angka Usia Harapan 

Hidup 

73.87   

2 Meningkatnya akses 

dan kualitas 
pelayanan kesehatan 

Keluarga meliputi 
kesehatan ibu, bayi, 
balita, remaja, lansia 

dan gizi masyarakat 

Menurunya Angka 

Kematian Ibu (AKI) 

117,8/100.000 

KH 

139,8/100.000 

KH 

80,5 % 

Menurunnya Angka 
Kematian bayi 

13,89 /1.000 
KH 

12,14/1.000 
KH 

112,59 % 

Menurunnya Angka 
Kematian Balita 

15.33/1.000 
KH 

13,73/1000 
KH 

110,4 % 

Presentase Balita Gizi 

buruk 

0,07% 0,04% 100% 

Persentase lansia 

mendapatkan 
pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

35% 32,5% 92,8 % 

3 Meningkatnya mutu 
sanitasi lingkungan 
perumahan dan 

pemukiman yang 
memenuhi syarat 
kesehatan 

Persentase Rumah 
yang memenuhi 
syarat kesehatan 

65% 58 % 89% 

Persentase Tempat 

Pengolahan Makanan 
memenuhi syarat 
higiene sanitasi 

30% 52% 173% 

Tempat-tempat umum 

memenuhi syarat 

70% 68% 97% 

4 Meningkatnya 

Kesehatan Kerja dan 
Olahraga Masyarakat 

Cakupan pos Upaya 

Kesehatan Kerja yang 
terbentuk formal dan 

informal 

25% 25% 100% 

Prosentase puskesmas 
yang melaksanakan 
kegiatan kesehatan 

olah raga pada 
kelompok masyarakat 
diwilayah kerjanya 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 

perlindungan 
kesehatan 

masyarakat melalui 
program Jaminan 
Pemeliharaan 

Kesehatan 

Cakupan penduduk 

miskin non kuota  
yang mempunyai 

Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan 

100% 15% 100 % 

Cakupan pelayanan 
kesehatan dasar 

masyarakat miskin 

100% 100% 100 % 
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NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2019 

REALISASI CAPAIAN 
KINERJA 

Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan 

masyarakat miskin 

100% 100 % 100 % 

6 Meningkatnya 

Perilaku kesehatan 
masyarakat di 
Tatanan Rumah 

Tangga dan Institusi 

Persentase PHBS 

tatanan rumah tangga 
strata utama dan 
paripurna 

 
 

 
 

70% 73,8% 

 

105,42% 

7 Meningkatnya 
Pemberdayaan 

Masyarakat pada 
bidang Kesehatan 

Cakupan Desa/Kel 
Siaga Aktif strata 

Mandiri  (%) 

30% 15,11% 50,11% 

8 Meningkatnya 
Pelayanan 

Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar 
dan Lanjutan 

Persentase 
penjaringan 

kesehatan untuk 
peserta didik kelas 1 
dan kelas 7 

90,00% 91,99% 102,2 

9 Menurunnya angka 

kesakitan dan 
kematian akibat 

penyakit menular 
langsung 
 

Cakupan penemuan 

semua kasus TB  
(Case Notification 

Rate) 

80% 71,70% 90% 

Persentase angka 

kasus HIV yang 
diobati 

55% 58,97% 107,3% 

10 Menurunnya Angka 
kesakitan penyakit 

menular bersumber 
binatang 

 

Inciden Rate DBD < 
49 per 100.000 

penduduk 

< 49 per 
100.000 

penduduk 

26,09  per 
100.000 

penduduk 

100% 

Angka  Penderita 
Malaria Baru API <1 
per 1.000 penduduk 

<1 /1.000 
penduduk 

0,01/1.000 
penduduk 

100% 

11 Menurunnya dan 

terkelolanya kasus 
penyakit tidak 

Menular 
 

Proporsi kasus 

hipertensi di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

(Puskesmas dan RS) 

< 20% 15,35% 100% 

 

Proporsi Kasus 

Diabetes Milletus di 
Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

< 45% 44,20 100% 

12 Meningkatnya Upaya 

Pencegahan 
Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan 
Imuinisasi (PD3I) 

Cakupan/prosentase 

Desa/Kelurahan 
Universal Child 

Immunization (UCI) 

99,0% 100% 101% 

13 Meningkatnya 
surveilance Penyakit, 

penanggulangan 
Kejadian Luar 
Biasa&Bencana/krisis 

kesehatan 

Cakupan penemuan 
suspek Acute Flaccid 

Paralysis (Surveilans 
AFP) atau lumpuh 
layuh mendadak 

bukan karena ruda 
paksa dan usia 

dibawah 15 tahun 

4 kasus 7 kasus 175% 

14 Meningkatnya mutu 

dan akses pelayanan 
kesehatan yang 

terstandarisasi 

Persentase RS yang 

Terakreditasi 
Paripurna 

100% (3 RS) 4 RS 133,3 % 



10 

 

NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2019 

REALISASI CAPAIAN 
KINERJA 

15 Meningkatnya mutu 
dan akses pelayanan 

kesehatan yang 
terstandarisasi 
Meningkatnya 

ketersediaan dan 
mutu sumber daya 
manusia kesehatan 

sesuai dengan 
standar pelayanan 

kesehatan 

Persentase Puskesmas 
Terakreditasi 

100% (35 
Puskesmas) 

35 puskesmas 100% 

Persentase Labkesda 
terakreditasi 

100% (1 
Labkes) 

100% 100 % 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

78,0% 73,5% 94,2% 

Ratio Dokter Umum 
Terhadap Penduduk 

1,0/100.000 
penduduk 

8,77% 97,4% 

16 Meningkatnya 
ketersediaan dan 
mutu sumber daya 

manusia kesehatan 
sesuai dengan 
standar pelayanan 

kesehatan 
Menjamin 

ketersediaan dan 
pemanfaatan sarana 
dan prasarana 

termasuk sediaan 
farmasi dan 

perbekalan 
kesehatan serta 
pengembangan obat 

tradisional guna 
mendukung mutu 
pelayanan 

Rasio tenaga bidan 
satuan penduduk 

0,60/1.000 
penduduk 

60,84% 98,13% 

Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 

yang melaksanakan 
pelayanan 
kefarmasian sesuai 

standar 

98,0% 91,4% 93,3% 

17 Menjamin 

Peningkatan mutu 
pelayanan dan 

keamanan sediaan 
farmasi, perbekalan 
kesehatan serta 

makanan 

Presentase sarana 

produksi, distribusi, 
sediaan farmasi, 

perbekalan kesehatan 
dan pangan yang 
memenuhi 

persyaratan kesehatan 

100,0% 100% 100% 

18 Meningkatkan 
Sistem Perencanaan, 
Evaluasi dan 

Pelaporan Kinerja 
serta  Informasi 

Kesehatan yang 
handal, akuntabel, 
Realible dan 

measurable 

Nilai SAKIP Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Banjarnegara 

Nilai di atas 
60 (B) 

60,45 100% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

 
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah 

wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan 

sumber daya yang digunakannya . Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

NO  SKALA CAPAIAN KINERJA  KATEGORI  

1  Lebih dari 100%  Sangat Baik  

2  75 – 100%  Baik  

3  55 – 74 %  Cukup  

4  Kurang dari 55 %  Kurang  

 

Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banjarnegara setidaknya terdapat 18 (Delapan Belas) sasaran strategis yang 

harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu : 
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CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2019 

REALISASI CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatnya 
kualitas dan cakupan 

pelayanan  
kesehatan 

Angka Usia Harapan 
Hidup 

73.87 73,91* 100% 

2 Meningkatnya akses 
dan kualitas 

pelayanan kesehatan 
Keluarga meliputi 
kesehatan ibu, bayi, 

balita, remaja, lansia 
dan gizi masyarakat 

Menurunya Angka 
Kematian Ibu (AKI) 

117,8/100.000 
KH 

139,8/100.000 
KH 

80,5 % 

Menurunnya Angka 

Kematian bayi 

13,89 /1.000 

KH 

12,14/1.000 

KH 

112,59 % 

Menurunnya Angka 

Kematian Balita 

15.33/1.000 

KH 

13,73/1000 

KH 

110,4 % 

Presentase Balita Gizi 
buruk 

0,07% 0,04% 100% 

Persentase lansia 
mendapatkan 

pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

35% 32,5% 92,8 % 

3 Meningkatnya mutu 
sanitasi lingkungan 

perumahan dan 
pemukiman yang 

memenuhi syarat 
kesehatan 

Persentase Rumah 
yang memenuhi 

syarat kesehatan 

65% 58 % 89% 

Persentase Tempat 
Pengolahan Makanan 
memenuhi syarat 

higiene sanitasi 

30% 52% 173% 

Tempat-tempat umum 
memenuhi syarat 

70% 68% 97% 

4 Meningkatnya 
Kesehatan Kerja dan 

Olahraga Masyarakat 

Cakupan pos Upaya 
Kesehatan Kerja yang 

terbentuk formal dan 
informal 

25% 25% 100% 

Prosentase puskesmas 
yang melaksanakan 

kegiatan kesehatan 
olah raga pada 

kelompok masyarakat 
diwilayah kerjanya 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 
perlindungan 

kesehatan 
masyarakat melalui 
program Jaminan 

Pemeliharaan 
Kesehatan 

Cakupan penduduk 
miskin non kuota  

yang mempunyai 
Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan 

100% 15% 100 % 

Cakupan pelayanan 

kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

100% 100% 100 % 

Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan 

masyarakat miskin 

100% 100 % 100 % 

6 Meningkatnya 

Perilaku kesehatan 
masyarakat di 

Tatanan Rumah 
Tangga dan Institusi 

Persentase PHBS 

tatanan rumah tangga 
strata utama dan 

paripurna 
 
 

 
 

70% 73,8% 

 

105,42% 
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NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2019 

REALISASI CAPAIAN 
KINERJA 

7 Meningkatnya 
Pemberdayaan 

Masyarakat pada 
bidang Kesehatan 

Cakupan Desa/Kel 
Siaga Aktif strata 

Mandiri  (%) 

30% 15,11% 50,11% 

8 Meningkatnya 
Pelayanan 

Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar 
dan Lanjutan 

Persentase 
penjaringan 

kesehatan untuk 
peserta didik kelas 1 
dan kelas 7 

90,00% 91,99% 102,2 

9 Menurunnya angka 

kesakitan dan 
kematian akibat 
penyakit menular 

langsung 
 

Cakupan penemuan 

semua kasus TB  
(Case Notification 
Rate) 

80% 71,70% 90% 

Persentase angka 

kasus HIV yang 
diobati 

55% 58,97% 107,3% 

10 Menurunnya Angka 
kesakitan penyakit 

menular bersumber 
binatang 

 

Inciden Rate DBD < 
49 per 100.000 

penduduk 

< 49 per 
100.000 

penduduk 

26,09  per 
100.000 

penduduk 

100% 

Angka  Penderita 
Malaria Baru API <1 
per 1.000 penduduk 

<1 /1.000 
penduduk 

0,01/1.000 
penduduk 

100% 

11 Menurunnya dan 

terkelolanya kasus 
penyakit tidak 
Menular 

 

Proporsi kasus 

hipertensi di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
(Puskesmas dan RS) 

< 20% 15,35% 100% 

 

Proporsi Kasus 

Diabetes Milletus di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

< 45% 44,20 100% 

12 Meningkatnya Upaya 

Pencegahan 
Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan 
Imuinisasi (PD3I) 

Cakupan/prosentase 

Desa/Kelurahan 
Universal Child 

Immunization (UCI) 

99,0% 100% 101% 

13 Meningkatnya 
surveilance Penyakit, 

penanggulangan 
Kejadian Luar 
Biasa&Bencana/krisis 

kesehatan 

Cakupan penemuan 
suspek Acute Flaccid 

Paralysis (Surveilans 
AFP) atau lumpuh 
layuh mendadak 

bukan karena ruda 
paksa dan usia 

dibawah 15 tahun 

4 kasus 7 kasus 175% 

14 Meningkatnya mutu 

dan akses pelayanan 
kesehatan yang 

terstandarisasi 

Persentase RS yang 

Terakreditasi 
Paripurna 

100% (3 RS) 4 RS 133,3 % 

15 Meningkatnya mutu 

dan akses pelayanan 
kesehatan yang 

terstandarisasi 
Meningkatnya 
ketersediaan dan 

mutu sumber daya 
manusia kesehatan 

sesuai dengan 
standar pelayanan 
kesehatan 

Persentase Puskesmas 

Terakreditasi 

100% (35 

Puskesmas) 

35 puskesmas 100% 

Persentase Labkesda 
terakreditasi 

100% (1 
Labkes) 

100% 100 % 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

78,0% 73,5% 94,2% 

Ratio Dokter Umum 

Terhadap Penduduk 

1,0/100.000 

penduduk 

8,77% 97,4% 
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NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2019 

REALISASI CAPAIAN 
KINERJA 

16 Meningkatnya 
ketersediaan dan 

mutu sumber daya 
manusia kesehatan 
sesuai dengan 

standar pelayanan 
kesehatan 
Menjamin 

ketersediaan dan 
pemanfaatan sarana 

dan prasarana 
termasuk sediaan 
farmasi dan 

perbekalan 
kesehatan serta 

pengembangan obat 
tradisional guna 
mendukung mutu 

pelayanan 

Rasio tenaga bidan 
satuan penduduk 

0,60/1.000 
penduduk 

60,84% 98,13% 

Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 

yang melaksanakan 
pelayanan 

kefarmasian sesuai 
standar 

98,0% 91,4% 93,3% 

17 Menjamin 
Peningkatan mutu 
pelayanan dan 

keamanan sediaan 
farmasi, perbekalan 

kesehatan serta 
makanan 

Presentase sarana 
produksi, distribusi, 
sediaan farmasi, 

perbekalan kesehatan 
dan pangan yang 

memenuhi 
persyaratan kesehatan 

100,0% 100% 100% 

18 Meningkatkan 
Sistem Perencanaan, 

Evaluasi dan 
Pelaporan Kinerja 
serta  Informasi 

Kesehatan yang 
handal, akuntabel, 

Realible dan 
measurable 

Nilai SAKIP Dinas 
Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara 

Nilai di atas 
60 (B) 

60,45 100% 
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A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sasaran  1 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan  kesehatan 

 

Dalam rangka mencapai sasaran ke satu yaitu meningkatnya usia harapan hidup 

di ukur dengan satu indikator  

Indikator 
Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi % Target 
Akhir 

Renstra 

% 

Usia Harapan 
Hidup 

73,87 Tahun 73,91 Tahun 
100% 

74,08 99,6 

 

 

 

Usia Harapan Hidup pada Tahun 2019 belum tersedia data capaiannya oleh 

Badan Pusat Statistik, sehingga menggunakan data usia harapan hidup tahun 2018. 

Adapun Konsep Definisi Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih 

akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun 

tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam 

perumusannya  idealnya usia harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian 

Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan 

registrasi kematian secara bertahun – tahun. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada 

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup 

yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, 

dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori 

termasuk program pemberantasan kemiskinan. 

Usia Harapan Hidup manusia di Kabupaten  Banjarnegara  tahun 2019 

menggunakan data capaian tahun 2018 yaitu terealisasi 73,91 dari target sebesar 73,87 

meningkat dari tahun 2017 (menggunakan data Tahun 2016 yaitu sebesar 73,69) dan 

2018 sebesar 73,79 menggunakan data Tahun 2017) 

73,39 73,59 73,69 73,79 73,91 73,9173,88 73,96 74,02 74,08
74,18

74,80

68,89 69,07

70,90 71,06 71,20 71,20

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Usia Harapan Hidup

Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nasional
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Berdasarkan Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan 

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di 

suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program 

sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk 

program pemberantasan kemiskinan. 

Usia Harapan Hidup merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang 

dipengaruhi oleh angka anak lahir hidup dan anak masih hidup. Usia Harapan Hidup 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 73,79 dari tahun 

2014 yaitu sebesar 73,39 , pada tahun 2015 sebesar 73,59 dan pada tahun 2016 

sebesar 73,69. Jika dibandingkan pada capaian Usia Harapan Hidup di Tingkat Provinsi 

Jawa Tengah maka Kabupaten Banjarnegara menduduki urutan ke-25. Pada Tahun 2014 

Usia Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88, pada tahun 2015 sebesar 

73,96, dan pada tahun 2016 sebesar 74,02 pada tahun 2017 meningkat menjadi 74,08.  

Sedangkan capaian usia harapan hidup tingkat Nasional pada Tahun 2014 

sebesar 68,89, pada tahun 2015 sebesar 69,07 dan pada tahun 2016 sebesar 70,9 dan 

pada tahun 2017 menjadi 71,06. Berdasarkan data capaian usia harapan hidup di atas 

dapat disimpulkan bahwa indikator capaian usia harapan hidup dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian Usia Harapan Hidup Kabupaten 

Banjarnegara, yaitu melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar, dalam bidang 

kesehatan dapat dilihat dari upaya dalam menurunnya Angka kematian ibu dan 

kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat, upaya pencegahan, pengendalian 

dan penanganan penyakit menular dan tidak menular,Meningkatkan perilaku hidup 

bersih dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan akreditasi FKTP, 

upaya dalam  jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin baik di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan, serta peningkatan kompetensi 

Sumber Daya Manusia hal ini terlihat pada telah di raihnya penghargaan oleh tenaga 

kesehatan baik di tingkat Provinsi dan Nasional. 

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya 

kualitas dan cakupan pelayanan  kesehatan  dengan indikator Usia Harapan Hidup, yaitu 

program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit 

dan program peningkatan pelayanan dan sumber daya kesehatan 

Efisiensi anggaran dapat dilihat dari jumlah program dan kegiatan dari tahun 

2017 dan 2018, pada tahun 2017 terdapat 18 sasaran, 19 Program dan 89 kegiatan, 

namun pada tahun 2018 terdapat 19 sasaran, 20 Program dan 83 kegiatan, pada Tahun 

2019 terdapat 18 sasaran 19 Program dan 43 Kegiatan. Pagu anggaran tahun 2019 

dengan pagu Rp. 141.134.240.245,-,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 

129.853.857.702,- persentase realisasi keuangan sebesar 92% dan realisasi fisik 

kegiatan 95% dengan jumlah sasaran yang tercapai sebanyak 14 sasaran dari total 18 

sasaran. 
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Dalam rangka mencapai sasaran ke dua yaitu meningkatnya akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, bayi, balita, lansia dan gizi 

masyarakat di ukur dengan 5 (lima ) indikator yaitu : 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET TAHUN 

2019 

Realisasi Capaian 

Kinerja 

Angka Kematian Ibu (AKI)  117,8/100.000 KH 139,8/100.000 KH 80,5 % 

Angka kematian bayi 13,89/1.000 KH 12,14/1000 KH 112,59 % 

Angka Kematian Balita 15,33/1.000 KH 13,73/1000 KH 110,4 % 

Persentase Balita Gizi 
buruk 

0,07% 0,04% 100% 

Persentase lansia 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

35% 32,5 % 92,8 % 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi sasaran kinerja 

utama selama tahun 2019, tiga indikator yang ditetapkan sudah dapat mencapai target, 

yaitu, AKB, AKABA, dan persentase gizi buruk, dengan capaian kinerja lebih dari 100%. 

Kinerja yang belum mencapai target adalah Angka Kematian Ibu dan persentase lansia 

mendapatkan pelayanan standar.  

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) 

indikator kinerja selama lima  tahun adalah sebagai berikut :  

 

Trend pencapaian kinerja selama lima tahun terakhir sejak  tahun 2015 sampai 

2019 menunjukkan bahwa, 5 indikator semua mengalami fluktuasi naik maupun turun 

yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, persentase gizi 

buruk, dan persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Tahun 2018 Angka Kematian Ibu 58,75/100.000 KH atau 9 kasus kematian dan 

tahun 2019 terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu sebesar 139,8/100.000 KH atau 22 

kasus. Indikator lainnya yaitu persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan 

Sasaran 2 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga meliputi 

kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, lansia dan gizi masyarakat 

Indikator Kinerja Capaian Target 
2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

Angka kematian ibu 107,6 120,3 137,6 58,75 139,8 117,8 

Angka kematian bayi 13,23 13,17 13.36 14,10 12,14 13,89 

Angka Kematian Balita 15,13 16,01 15,14 16,12 13,73 15,33 

Persentase Balita Gizi 

buruk 

0,04% 0,05% 0,03% 0,04% 0,03% 0,07% 

Persentase lansia 
mendapatkan 

pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

NA NA 13,9% 43,7% 32,5% 35% 
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sesuai standar, tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 

92,8%. 

Dari data selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah 

kasus kematian ibu cukup signifikan, aplagi jika dibandingkan dengan tahun 2018 Angka 

Kematian Ibu sebesar 58,75 /100.000 KH, atau meningkat dari 9 menjadi  22 kasus. 

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi, maka 

pencapaian indikator kematian ibu Kabupaten Banjarnegara sebesar 139,8/100.000 KH, 

lebih rendah  yang ditetapkan oleh Provinsi sebesar 100/100.000 KH, tetapi apabila 

dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan sebesar 306/100.000 KH, 

maka capaian kinerja Kabupaten Banjarnegara dalam menurunkan Angka Kematian Ibu 

masih perlu terus ditingkatkan.  

Penyebab kematian ibu antara lain oleh karena perdarahan  sebanyak  3 kasus, 

disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan (pre eklamsia/ eklamsia) sebanyak 7 kasus, 

oleh karena infeksi 2 kasus, disebabkan oleh gangguan peredaran darah 3 kasus dan 

penyebab  lain-lain berupa penyakit penyerta sebanyak  7 kasus. Perdarahan dan 

eklamsi merupakan penyebab langsung yang paling sering terjadi untuk kasus kematian 

ibu selama tahun 2019.  

 Masih tingginya kasus kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara dipengaruhi oleh 

adanya masalah gizi pada ibu hamil dan masih tingginya kasus pernikahan dini  

(kehamilan < 17 tahun) di tingkat masyarakat. Keterbatasan tenaga, sarana dan 

prasarana yang tersedia di Rumah Sakit wilayah Kabupaten Banjarnegara juga 

merupakan kendala karena pada waktu-waktu tertentu  banyak kasus kegawatdaruratan 

maternal harus dirujuk keluar wilayah untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. 

Penyebab lain dari meningkatnya kasus kematian ibu adalah tingginya faktor risiko 

penyakit tidak menular pada ibu hamil seperti hipertensi, jantung, diabetes militus dan 

kanker.  

 Masalah lain yang  juga mempunyai pengaruh  terhadap tingginya kematian ibu 

beberapa masalah sosial  yang memicu menurunnya akses terhadap pelayanan yang 

standar, Masalah-masalah tersebut antara lain kemiskinan, masih rendahnya pendidikan 

ibu. Selain masalah sosial,  adanya petugas kesehatan yang belum melakukan deteksi 

risiko tinggi pada ibu hamil secara maksimal dan juga diperlukan peningkatan 

kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal. Selain itu, di tengah keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas, terdapat 

beberapa bidan di desa yang diberikan tugas tambahan untuk memegang beberapa 

program sehingga hal ini berpengaruh terhadap  kinerja bidan di desa menjadi kurang  

maksimal. 

 Angka Kematian Bayi (AKB) yang secara kuantitatif  terdapat kenaikan 

dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya. Pada tahun 2014 sebanyak 204 kasus, tahun 

2015 sebanyak 209 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 208 kasus (13,22/1000 KH), 
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tahun 2017 sebanyak 204 kasus (13,36/1000 KH), tahun 2018 sebanyak 216 kasus 

(14,10/1000 KH) sedangkan tahun 2019 sebanyak 191  kasus (12,14/1000 KH). 

Capaian kinerja yang cenderung lebih baik adalah AKB dan AKABA , mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran 

masyarakat dalam melakukan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, 

semakin tingginya komitmen tenaga kesehatan dalam melakukan upaya penanganan 

kasus kegawadaruratan pada bayi baru lahir, fasilitasi dokter spesialis ke pelayanan 

tingkat dasar, upaya pencegahan komplikasi neonatal, dan semakin baiknya pemenuhan 

sarana prasarana alat kesehatan yang mendukung pelayanan kasus kegawatdaruratan 

neonatal. Selain itu,  didukung juga oleh terjalinnya komunikasi yang baik melalui 

pengembangan jejaring pelayanan-kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan 

dasar ke pelayanan rujukan.  

Meskipun AKB dan AKABA mengalami trend penurunan secara angka dan secara 

jumlah di Kabupaten Banjarnegara, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten lain , 

kasus kematian bayi di Banjarnegara menempati ranking empat (4) besar di Provinsi 

Jawa Tengah setelah Brebes, Grobogan dan Banyumas. 

Indikator kinerja sasaran tentang persentase balita gizi buruk dapat melampaui 

target yang ditetapkan di mana persentase balita gizi buruk  sebesar 0,03% (Target 

0,07%) sebanyak 27 kasus, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, 

mengalami penurunan dari 0,04% (Tahun 2018).  

Cakupan pelayanan kesehatan lansia menunjukkan trend yang menurun dari target 

yang ditetapkan yaitu sebesar 32,5%. Penurunan pelayanan kesehatan lansia sesuai 

standar ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia  untuk mendukung 

program pelayanan kesehatan lansia sesuai standar, utamanya untuk pembelian bahan 

habis pakai tes laboratorium untuk screening kesehatan lansia, yang terdiri dari 

pemeriksaan  kadar gula darah dan kolesterol.  

Berdasarkan uraian di atas upaya Dinas Kesehatan yang telah dilakukan untuk  

pencapaian sasaran ke-2 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

keluarga meliputi kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, lansia dan gizi masyarakat, sudah 

berjalan dengan cukup efektif.   

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan  didukung dengan ada 3 

(tiga) program yang dilaksanakan, yaitu program peningkatan keselamatan ibu 

melahirkan dan anak, program perbaikan gizi masyarakat, dan program upaya 

kesehatan masyarakat yang diukur dengan 12 (dua belas) indikator program. Tabel di 

bawah ini adalah kinerja program yang menggambarkan dukungan untuk pencapaian  

indikator kinerja utama, yaitu  : 

No Indikator Program Target Realisasi Capaian  

1. Persentase Ibu Hamil mendapatkan 
pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM) 

100% 85,3 % 85,3% 

2. Persentase penanganan komplikasi 

maternal 

100% 99,4% 99,4% 

3. Persentase ibu bersalin mendapatkan 98% 99,3% 101,3% 
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No Indikator Program Target Realisasi Capaian  

pelayanan pesalinan sesuai standar (SPM) 

4. Cakupan pelayanan Nifas 96% 97,5% 101,6% 

5. Cakupan KB aktif 80% 77% 96,25% 

6. Cakupan kunjungan neonatus 90% 97,8% 108,6% 

7. Cakupan Kunjungan Bayi 94% 95,2% 101,3% 

8. Cakupan Kunjungan Balita 85% 82% 96,4% 

9. Persentase Kunjungan  Kesehatan Remaja 100% 90,4% 90,4% 

10. Persentase Balita Gizi buruk tertangani 100% 100% 100% 

11. Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi 

garam beryodium baik 

82% 97% 

 

118,3% 

12. Persentase Skrining Kesehatan Lansia 35%% 32,5% 92,8% 

 

Dari dua belas indikator program yang mendukung pencapaian indikator kinerja 

utama, 6 (Enam) indikator  dalam kategori baik, dengan capaian kinerja di atas 100%. 

Sedangkan untuk indikator yang belum mencapai target yaitu persentase penanganan 

komplikasi maternal  belum mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja 

sebesar 99,4 %, hal ini karena masih ada satu kasus kematian maternal yang meninggal 

sebelum tertangani. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standard 

belum mencapai target dikarenakan masih ada ibu hamil yang kontak dengan tenaga 

kesehatan setelah umur kehamilan lebih dari 12 minggu  (kategori akses) akses dan 

juga masih adanya kasus persalinan pre-term.  

Pelayanan Kesehatan ibu bersalin belum mencapai target hal ini karena masih ada 

ibu hamil yang melahirkan sendiri tanpa pertolongan tenaga kesehatan dan bersalin 

dengan dukun bayi. Walaupun capaian kedua indikator SPM tersebut belum 100%, 

tetapi jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan, capaian tersebut sudah dapat mencapai target yang ditetapkan, di mana 

target yang ditetapkan adalah 86% untuk pelayanan ibi hamil, dan 97% untuk 

pelayanan ibu bersalin.   

Untuk pencapaian KB aktif masih belum mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh 

masyarakat masih berorientasi pada penggunaan alat kontrasepsi pil dan suntik atau 

bukan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) , di mana hal ini menyebabkan 

kemungkinan drop out dari penggunaan alat kontrasepsi.  

Kunjungan Balita sesuai standard masih di bawah target, hal ini dikarenakan 

pelaporan sudah disesuaikan dengan standard definisi operasional yang baru sesuai 

Permenkes No 04 tahun 2019, balita dapat dikategorikan mendapatkan pelayanan 

sesuai standard jika memenuhi indikator sebagai berikut: 

1. Balita mendapatkan vitamin A 2 (dua) kali dalam satu tahun 

2. Balita mendapatkan pelayanan penimbangan minimal 8 (delapan) kali dalam satu 

tahun 

3. Balita mendapatkan pelayanan SDIDTK 2 (dua) kali dalam satu tahun 

4. Balita mendapatkan pelayanan MTBS saat balita sakit 

Dalam rangka mencapai target-target indikator program tersebut di atas , maka 

ada 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan , yang terdiri dari : deteksi dan 
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penatalaksanaan risiko tinggi pada ibu dan anak, pembahasan kasus maternal dan 

neonatal, pemberian tambahan makanan dan vitamin, dan Bantuan operasional 

kesehatan (Kesga Gizi).  

Tabel di bawah ini adalah indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan 

dukungan untuk pencapaian  indikator kinerja program, yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2019, yaitu  : 

Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019 Realisasi Capaian 

Persentase Deteksi Dini Bumil Resti oleh Nakes 20% 38,5% 192,5% 

Persentase Puskesmas yang melaksanakan 
program perencanaan kehamilan dan 

pencegahan komplikasi 

100% 100% 100% 

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan 
kesehatan (PF)  

99% 99,3% 100% 

Persentase Puskesmas Melaksanakan 
Pelayanan KB sesuai Standar 

100% 100% 100% 

Persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)  

100% 98,2% 98,2% 

Cakupan Komplikasi Neonatal  yang ditangani 100% 100% 100% 

Persentase Balita mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar (SPM) 

100% 82% 82% 

Persentase remaja putri yang mendapat Tablet 

Tambah Darah (TTD) (%) 

50% 90.4% 180,8% 

Persentase Pembahasan Kasus Maternal  100% 100% 100% 

Persentase Pembahasan Kasus Nonatal 50% 22,4% 44,8% 

Persentase bumil Kurang Energi Kronik yang 
mendapatkan PMT 

20% 
20% 100% 

Persentase Balita kurus dan sangat kurus yang 
mendapat PMT 

10% 
10% 100% 

 

Dari keseluruhan indikator kinerja kegiatan di seksi kesehatan keluarga  dan gizi 

dapat disimpulkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator kesehatan keluarga dan gizi 9 

(sembilan) sudah mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target. Adapun 

indikator yang belum mencapai target, meliputi indikator  pelayanan kesehatan bayi, 

pelayanan balita, dan pembahasan kasus neonatal. Capaian kinerja untuk masing-

masing kegiatan tersebut bervariasi, untuk pencapaian indkator perencanaan kehamilan 

dan pencegahan komplikasi (P4K) dan Pelayanan KB  sesuai standar adalah 100%. 

Keberhasilan pencapaian kinerja ini dapat terwujud karena adanya dukungan 

pembiayaan dari dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik yang ada di 

Puskesmas.  

Analisis keberhasilan pencapaian indicator kinerja Persentase Deteksi Dini Bumil 

Resti oleh Nakes adalah sebesar 38,5% atau realisasi 192,5 % dari target yang 

ditetapkan sebesar 20%. Keberhasilan ini disebabkan karena semakin meningkatnya 

komitmen petugas kesehatan dalam melakukan sweeping untuk menemukan kasus-

kasus kehamilan resiko tinggi yang ada di wilayahnya. Kegiatan sweeping yang intensip 

dilakukan.  

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebesar 99,2%, artinya 

dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99%, hal ini disebabkan karena 
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kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan semakin baik sehingga 

mengambil sikap untuk cepat mencari pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan. Kontribusi Dukun bayi dalam mencapai target persalinan pun tidak dapat 

diabaikan begitu saja, karena komitmen dari para dukun pun sudah terbukti dengan 

mengantar ibu hamil yang mau bersalin untuk datang ke Puskesmas. Pelayanan 

persalinan 24 jam yang diberikan oleh semua Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten 

Banjarnegara menjadi pemicu semakin baiknya kesadaran masyarakat untuk besalin di 

fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandar. 

Capaian kinerja pelayanan kesehatan remaja pada tahun 2019 sesuai dengan 

harapan, karena dapat mencapai 100%, sedangkan untuk upaya pencegahan anemia 

pada remaja justru dapat mencapai kinerja yang sangat bagus karena  persentase 

remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah adalah sebesar 180,8 %, dari target 

50% remaja mendapat Tablet Tambah Darah, Keberhasilan ini didukung karena adanya 

kegiatan integrasi program dengan melakukan kunjungan sehat ke sekolah untuk 

pemberian Tablet Tambah Darah dan dukungan ketersedian tablet Fe yang sangat 

mencukupi dari Gudang Farnasi maupun dropping dari Dinas Kesehatan Provinsi yang 

bersumber dari APBD I. 

Salah satu masalah gizi pada ibu hamil yang masih harus menjadi perhatian kita 

adalah kondisi ibu hamil yang kurang energi kronis (KEK), jika tidak ditangani dengan 

serius dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kematian bayi, akibat kondisi 

bayi yang kurang sehat. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan 

Puskesmas adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan. Dengan dukungan dana dari 

APBD II maupuan Bantuan Opersioanl Kesehatan yang ada di Puskesmas, ibu hamil  

yang mengalami masalah gizi , kurang energi kronis (KEK)  dapat diberikan makanan 

tambahan.    

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita kurus berupa biskuit yang harus 

dikonsumsi setiap hari sampai dengan status gizinya meningkat. Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) pada balita kurus sudah  mencapai target dengan memperbaiki 

sasaran penerima PMT, memperbaiki sistem pencatatan pelaporan yang meliputi jumlah 

yang diberikan serta pemantauan terhadap konsumsi makanan tambahan.  

Tantangan di tahun 2019 agar cakupannya dapat mencapai 100%, upaya yang 

perlu dilakukan adalah penilaian status gizi balita kurus dilakukan secara periodik 

maksimal tiga bulan sekali agar PMT bisa diberikan tepat sasaran, serta menambah 

alokasi dana untuk pengadaan PMT di tahun yang akan datang.  

Sedangkan pencapaian indkator  SPM untuk pelayanan kesehatan bayi sesuai 

standar , pelayanan balita kesehatan sesuai standar belum dapat mencapai 100%. Hal 

ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan petugas dalam melaksanakan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada. Dari sisi kualitas pelayanan, upaya 

peningkatan mutu pelayanan ibu dan bayi dilakukan dengan melakukan kegiatan Audit 

Maternal dan Perinatal, selama tahun 2019 kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik dan 
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lancar oleh Tim AMP Kabupaten , yang terdiri dari para pengambil kebijakan dan para 

praktisi yang berasal dari Puskesmas maupun Rumah Sakit.  

Beberapa masalah yang masih harus menjadi perhatian bersama antara lain : 

1. Penyebab  Kematian Bayi Tahun 2019 disebabkan oleh BBLR sebanyak 42 kasus, 

asfiksia 33 kasus, kelainan konginetal/ bawaan sebanyak 22 kasus,  , sepsis 11 kasus, 

Pneumonia 7 kasus, diare 3 kasus, ikterus 1 kasus, dan lain-lain 72 kasus.  

2. Masih tingginya kasus BBLR (1052 kasus ) 42 sebagai penyebab kematian bayi yang 

secara keseluruhan berjumlah 191 kasus. 

3. Meningkatnya jumlah dan jenis  penyakit penyerta yang diderita ibu hamil (seperti : 

penyakit jantung, kanker, dan ginjal ) yang menjadi penyebab tidak langsung 

terjadinya kematian ibu.     

 

Berdasarkan hasil analisa dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, beberapa 

masalah tersebut antara lain disebabkan oleh :  

1. Keterlambatan petugas dalam mengenali faktor risiko yang dapat menjadi penyebab 

kematian ibu maupun bayi, baik penyebab langsung maupun penyebab tidak 

langsung. 

2. Belum dimanfaatkanya buku KIA secara baik dan benar oleh tenaga kesehatan 

maupun oleh ibu dan keluarganya. 

3. Masih kurangnya kualitas pelayanan Ante Natal Care (ANC)  terintegrasi, Kunjungan 

Neonatal maupun Kunjungan Nifas. 

4. Keterbatasan kapasitas tempat tidur yang tersedia terutama pelayanan rujukan di 

Rumah Sakit dalam melayani kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal. 

5. Faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan kepercayaan (mitos) yang salah 

tentang kesehatan ibu dan bayi yang masih dipelihara  oleh masyarakat. 

6. System surveilance, pencatatan dan pelaporan yang belum  berjalan dengan baik 

dalam penanganan masalah gizi di masyarakat.  

 

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh 

seluruh jajaran Dinas Kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif di masyarakat, sedangkan solusi terhadap kendala tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan komitmen dan kapasitas  tenaga Bidan Desa sebagai ujung tombak 

pelayanan ibu dan anak melalui : implementasi program 1000 Hari Pertama 

Kehidupan, supervisi fasilitatif yang berkualitas, monitoring dan evaluasi pelayanan 

secara periodik ,. 

2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat } dalam 

masalah maternal dan neonatal 

3. Pemantapan implementasi dan pemanfaatan buku KIA, peningkatan kualitas 

Kunjungan Neonatal dan Kunjungan Nifas dengan pendekatan gerakan “jateng 

gayeng nginceng wong meteng” 
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4. Peningkatan kualitas  ante natal care terintegrasi, pelayanan persalinan 24 jam di 

semua fasilitas pelayanan kesehatan dasar baik Puskesmas PONED maupun Non 

Poned. 

5. Melakukan mapping sistem rujukan maternal neonatal dengan penguatan Puskesmas 

PONED. 

6. Mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatif dalam upaya penurunan AKI, AKb dan 

gizi buruk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. 

7. Advokasi pernambahan kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit untuk kasus maternal 

dan neonatal. 

8. Peningkatan kualitas survelailance gizi dalam penanganan masalah gizi di 

masyarakat. 

9. Peningkatan peran serta dan sinergitas lintas program dan lintas sector dalam upaya 

penurunan AKI, AKB dan penanganan masalah gizi masyarakat.  

Pada Tahun 2019 total anggaran bersumber dari APBD II Kabupaten Banjarnegara, 

yang dialokasikan dalam mendukung capaian kinerja kesehatan keluarga adalah 

sejumlah Rp. 715.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.707.008.250 

(98,48%). Capaian realisasi fisik kegiatan yang terlaksana mencapai 100% dan realisasi 

keuangan sebesar 98,48%, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan 

secara integrasi dan sinergi dengan kegiatan lain yang dibiayai oleh sumber di luar APBD 

II, yaitu untuk kegiatan pembahasan kasus maternal dan neonatal.  

Dari rekapitulasi capaian kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 semua 

kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan hasil baik, tetapi beberapa kegiatan masih  

harus ditingkatkan dari sisi kualitas kegiatan maupun peningkatan jumlah sasaran 

kegiatannya. 
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Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama 

(IKU). Adapun capaian dari indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target 

2019 

Realisasi % 

Cakupan rumah yang memenuhi syarat 

Kesehatan 

65% 58 % 89% 

Cakupan TPM memenuhi syarat hygiene 

sanitasi 

30% 52% 173% 

Cakupan TTU yang memenuhi syarat 70% 68% 97% 

 

Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan belum tercapai dikarenakan 

akses jamban sehat masih rendah dimana masyarakat masih buang air besar 

sembarangan yang memanfaatkan kolam ikan dan irigasi untuk buang air besar. 

Cakupan TTU belum tercapai di karenakan belum adanya pengolahan dan pemilahan 

sampah yang baik, belum ada pemanfaatan sampah organik dan an organik.  

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 untuk 

cakupan TPM memenuhi syarat hygiene sanitasi sudah tercapai walaupun sebagian 

besar yang mengurus sertifikat laik sehat adalah pengusaha depot air minum.  

Faktor tercapainya indikator kinerja utama di atas adalah kesadaran masyarakat 

yang meningkat akan pentingnya kesehatan, cakupan TPM tercapai karena adanya 

persyaratan yang harus melampirkan sertifikat laik sehat bagi pengolah makanan yang 

akan bekerjasama dengan pihak ketiga dan kewajiban adanya sertifikat laik sehat untuk 

distribusi depot air minum.  

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) 

indikator kinerja selama lima  tahun adalah sebagai berikut :  

 

Trend pencapaian kinerja selama lima tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 

2019 menunjukkan bahwa ada kenaikan capaian kinerja. Secara kuantitatif, cakupan 

rumah yang memenuhi syarat kesehatan, cakupan TPM yang memenuhi syarat 

kesehatan dan cakupan TTU yang memenuhi syarat mengalami kenaikan dibandingkan 

Sasaran  3 Meningkatnya mutu sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman 

yang memenuhi syarat kesehatan 

Indikator Kinerja Capaian Target 

2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan rumah yang 

memenuhi syarat Kesehatan 

46% 49% 51% 55 % 58% 65% 

Cakupan TPM memenuhi 

syarat hygiene sanitasi 

25% 30% 35% 38% 52% 30% 

Cakupan TTU yang memenuhi 

syarat 

70% 76% 14% 18% 68% 70% 
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tahun sebelumnya. Namun indikator rumah yang memenuhi syarat kesehatan sudah 

tidak masuk indikator provinsi dan kementerian kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa upaya untuk  pencapaian sasaran 

tersebut maka didukung program Pengembangan Lingkungan Sehat Tabel di bawah ini 

adalah indikator kinerja program yang menggambarkan dukungan untuk pencapaian  

indikator kinerja utama, yaitu  : 

Indikator Program Target Realisasi Capaian 

Persentase Desa / Kelurahan yang 

melaksanakan 5 Pilar STBM 
15% 4,6% 

30,6% 

Persentase TPM yang memperoleh 

Sertifikat Laik syarat kesehatan 
23% 48% 

208% 

Persentase Pasar dan TTU yang dilakukan 

penyemprotan vektor lalat 
38% 100% 

263% 

 

Dari ketiga indikator kinerja program tersebut, ada indikator program yang 

belum tercapai yaitu prosentase desa yang melaksanakan 5 pilar STBM karena terkait 

dengan pemenuhan sarana fisik tidak hanya dari perubahan perilaku sehingga akan 

dipengaruhi oleh anggaran untuk fisik. Untuk definisi operasional Persentase Desa / 

Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

adalah desa yang sudah deklarasi STBM, sedangkan Definisi Operasional di Dinkes 

Provinsi adalah Desa melaksanakan 5 Pilar STBM yaitu minimal sudah melaksanakan 

pemicuan atau sudah ada natural leader STBM. 

Untuk desa/kelurahan yang melaksanakan STBM belum mengalami kenaikan,  

jika dilihat dari angka absolute jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM  

pada tahun 2018 ada 8 desa dan tahun 2019 ada 5 Desa. Sehingga untuk keseluruhan 

Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM menjadi 13 desa / kelurahan. Apabila 

dibandingkan dengan renstra kemenkes untuk program kesehatan lingkungan, 

didapatkan hasil Kabupaten Banjarnegara baru menyumbangkan 13 desa STBM dari  

target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 45.000 

desa/kelurahan.  

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan melebihi target 

kementrian kesehatan yaitu 98,6 % dari target kementrian hanya sebesar 50%. 

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan capaiannya 

sebesar 68% sudah di atas target nasional sebesar 58%. Persentase Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan capaiannya sebesar 52% 

sudah di atas target nasional sebesar 32 %. 

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator program diperlukan kegiatan 

yang harus dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, Penyuluhan 

menciptakan lingkungan sehat, Penyemprotan / Pemberantasan Vektor Penyakit dan 

Penyelenggaraan Penyehatan  Lingkungan. Berikut adalah indikator kinerja output :  
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Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019 Realisasi Capaian 

Persentase Penduduk Akses terhadap air minum 

berkualitas  
90% 

98,6% 109% 

Persentase  Kualitas air minum yang memenuhi 

syarat 
90% 

90% 100% 

Persentase  Penduduk yang menggunakan 

jamban sehat 
70% 

69% 98% 

Persentase  Desa Open Defecation Free (ODF) 57% 44% 77% 

Persentase  Inspeksi Sanitasi Rumah Sehat 100% 100% 100% 

Persentase  Inspeksi Sanitasi TPM Secara 

berkala 
100% 

100% 100% 

Persentase  Inspeksi Sanitasi TTU Secara 

berkala 
100% 

100% 100% 

 

Dari indikator kinerja output tersebut, ada 2 (dua) indikator output yang belum 

tercapai yaitu Persentase Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan / Open Defecation 

Free (ODF) karena masyarakat di Banjarnegara masih Buang air besar sembarangan 

(BABS) di tempat terbuka dari pada di jamban, buang air besar dikolam karena tinja 

dimanfaatkan sebagai pakan ikan, secara georgrafis di Banjarnegara banyak dilewati 

sungai dan banyak kolam – kolam ikan disekitar pemukiman penduduk, selain itu pada 

musim kemarau terutama wilayah Banjarnegara sebelah selatan mengalami kekeringan 

sehingga banyak masyarakat yang BAB di sungai yg lebih dekat dengan sumber air.  

 Total anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama sejumlah Rp.  

1.410.900.000,00 bersumber dari APBD murni, DAK FISIK dan Non Fisik dengan realisasi 

anggaran Rp. 1.391.035.650,00 (98,59%) dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.  

 Meskipun untuk capaian dari tahun tahun yang lalu ada kenaikan capaian, masih 

ada beberapa hal yang masih menjadi masalah  di atas antara lain disebabkan oleh: 

1. Anggaran desa untuk mendukung sarpras sanitasi dasar masih sangat kecil 

2. Keterbatasan kompetensi petugas dan kader kesehatan tentang STBM  

3. Kondisi geografis desa yang kurang mendukung untuk pencapaian STBM (contoh : 

masih banyak yg memiliki kolam, daerah aliran sungai) 

4. Tingginya budaya hidup yang kurang sehat  

5. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan  masyarakat 
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Sasaran  4 Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat 
 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama 

(IKU). Adapun capaian dari indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Cakupan pos Upaya Kesehatan Kerja yang 

terbentuk formal dan informal 

30 %  57% 

(20/35) 

100%  

Persentase puskesmas yang melaksanakan 

kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok 

masyarakat diwilayah kerjanya 

100 % 100% 

(35/35) 

100% 

 

Dari indikator kinerja output tersebut Indikator kinerja sasaran yang telah 

ditargetkan dalam Tahun 2019 sudah tercapai. Faktor Tercapainya indikator kinerja 

utama di atas adalah kesadaran kelompok UKK untuk selalu memantau kondisi 

kesehatannya. Sedangkan untuk sektor formal belum terbentuk Program Gerakan 

Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) karena belum adanya pertemuan untuk 

membahas tim GP2SP di sektor formal.   

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada 

kelompok masyarakat diwilayah kerjanya sudah tercapai 100%. Hal ini karena masing-

masing Puskesmas sudah melaksanakan sosialisasi dan pembentukan kelompok 

olahraga yang meliputi kelompok senam ibu hamil, senam lansia dsb.  
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Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan tiga indikator kinerja. Adapun capaian 

dari masing masing indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target 

2019 

Realisasi % 

Cakupan penduduk miskin non kuota yang 

mempunyai JPK 

 100% 15 % 100 % 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien 

Masyarakat Miskin 

100% 100 % 100 % 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien 

Masyarakat Miskin 

100% 100 % 100 % 

 
Indikator kinerja sasaran meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat 

melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang ditargetkan tahun 2019 sudah 

tercapai  

Sasaran ini dicapai melalui dua  program, yaitu Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin  dengan kegiatan  pelayanan kesehatan penduduk miskin di 

Puskesmas dan jaringannya dan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

dengan kegiatan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 

Indikator kinerja sasaran Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 

miskin, dicapai melalui Program upaya kesehatan masyarakat pada kegiatan Layanan 

penduduk miskin di Pusdkesmas dan Jaringannya dengan output berupa tersedianya 

jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan bagi peserta 

Jamkesda Pratama sebesar 100% 

Indikator kinerja sasaran Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 

masyarakat miskin dicapai melalui Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin yang 

outputnya berupa pelayanan rujukan ambulan maupun jenazah bagi masyarakat miskin 

dengan capaian 100%. 

Adapun realisasi capaian sasaran tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut : 

Indikator 
Capaian Target 

2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan penduduk 

miskin non kuota yang 

mempunyai JPK 

6 % 6% 9 % 11 % 15 % 15 % 

Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Dasar Pasien 

Masyarakat Miskin 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Cakupan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

Pasien Masyarakat 

Miskin 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sasaran  5 Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat melalui program 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
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Trend pencapaian kinerja selama lima tahun terakhir sejak  tahun 2015 sampai 2019 

menunjukkan bahwa penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dan biaya rujukan 

bagi peserta Jamkesda di Kabupaten Banjarnegara terlayani seluruhnya. Lima belas 

persen penduduk miskin di Banjarnegara dijamin kesehatannya melalui anggaran 

pemerintah kabupaten setiap tahunnya.  

Indikator kinerja program untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail 

pada tabel berikut: 

 

Program  
Indikator Kinerja Program 

(outcome)  

Target 

2019 
Realisasi Capaian 

Program Pelayanan 
kesehatan 

penduduk miskin 

Cakupan penduduk miskin 
yang memiliki JPK 100% 100 % 100 % 

Presentase masyarakat 
miskin sakit yang 
tertangani di FKTP 

100% 100 % 100 % 

Program kemitraan 

peningkatan 
pelayanan 
kesehatan 

Presentase masyarakat 

miskin sakit yang 
tertangani di FKTR 

100% 100 % 100 % 

 

 Secara kuantitatif semua masyarakat miskin telah memiliki jaminan pemeliharaan 

kesehatan dan semua pasien masyarakat miskin yang sakit dilayani 100% baik di 

pelayanan tingkat dasar maupun rujukan.  Berikut tabel kepesertaan maskin non kuota 

(peserta Jamkesda) selama tahun 2016 – 2019.  

 

TAHUN 

 

JUMLAH PESERTA 
AWAL 

JUMLAH PESERTA 

TAMBAHAN 

 

JUMLAH TOTAL 

2016 135.000 jiwa 6.064 jiwa 141.064 jiwa 

2017 135.000 jiwa 5.655 jiwa 140.655 jiwa 

2018 135.000 jiwa 4.529 jiwa 139.529 jiwa 

2019 121.951 jiwa 16.505 jiwa 138.456 jiwa 

 
 Dari tabel diatas bisa dilihat kepesertaan maskin non kuota cenderung mengalami 

penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan kuota maskin PBI yg dibiayai 

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, berikut kami 

tampilkan data kepesertaan KIS PBI yg dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa 

Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang jumlahnya cenderung 

mengalami kenaikan di tahun 2019. 

TAHUN APBN APBD 1 APBD 2 JUMLAH 

2016 410.245 jiwa 3.759 jiwa 4.000 jiwa 418.004 jiwa 

2017 419.406 jiwa 3.759 jiwa 14.000 jiwa 437.165 jiwa 

2018 445.123 jiwa 8.378 jiwa 14.000 jiwa 467.501 jiwa 

2019 460.698 jiwa  13.433 jiwa 52.168 jiwa 526.299 jiwa 

 

Indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator program, dapat dilihat 

secara detail pada tabel berikut: 
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Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan 

(output)  

Target 

2019 

Realisasi Capaian  

Pelayanan 
kesehatan 

penduduk miskin 
dipuskesmas dan 

jaringannya  

Jumlah Advokasi Pemda 
untuk membayar premi 

masyarakat miskin yang 
tidak tercover Kartu 

Indonesia Sehat 

1 Dok 1 Dok 100 % 

Pelayanan kesehatan 

dasar bagi masyarakat 
miskin sesuai standar 

100% 100 % 100 % 

Kemitraan 
pengobatan 

lanjutan bagi pasien 
rujukan 

Jumlah Kerjasama 

dengan PPK III  

11 RS 11 RS 100 % 

 

Presentase penanganan 

terhadap pengaduan 
pelayanan kesehatan 
rujukan 

100% 100 % 100 % 

 

 Kegiatan yang sudah dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja utama adalah 

Advokasi Pemda berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 440/155 Tahun 2019 Tentang 

Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Jaminan 

Kesehatan Nasional Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, untuk membayar premi masyarakat miskin yang 

tidak tercover Kartu Indonesia Sehat , Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 

miskin sesuai standar, Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan bagi 

masyarakat miskin yang membutuhkan 

 Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah kepesertaan KIS PBI mengalami peningkatan 

dari tahun ketahun, dengan harapan semua masyarakat miskin yang ada di Kabupaten 

Banjarnegara bisa terlayani pelayanan kesehatannya. 

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain dipengaruhi oleh: 

1. Dukungan dana dari Pemerintah bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

(transport rujukan masyarakat miskin, transport ambulan jenazah bagi masyarakat 

miskin) 

2. Seluruh masyarakat miskin telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan baik 

melalui Program kartu KIS PBI maupun kartu Jamkesda Kabupaten Banjarnegara. 

3. Penyediaan layanan aduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.  

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) hasil kinerja baik, semua masyarakat 

miskin telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.  Jumlah masyarakat yang telah 

memiliki jaminan kesehatan prabayar sebanyak 661.321 jiwa. Jumlah masyarakat yang 

telah memiliki jaminan kesehatan prabayar tersebut terdiri dari  kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional PBI APBN  sebanyak  460.698 Peserta PBI APBD I sebanyak 13.433 

jiwa dan APBD II sebanyak 52.168 jiwa, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 

mandiri sebanyak 76.158 jiwa dan kepesertaan Jamkesda sebanyak 139.529 jiwa.  
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Capaian kinerja yang belum berhasil tersebut masih ditemui kendala yaitu: 

1) Data sumber kepesertaan KIS PBI APBN dan KIS Propinsi yang tidak sinkron dan 

selaras, sehingga masih ditemukan kepemilikan kartu ganda dengan keberadaan 

orang yang sama. 

2) Aturan dari BPJS yang cepat berubah-ubah, dan peserta KIS PBI tidak mengetahui 

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh 

seluruh jajaran Dinas Kesehatan dengan berbagai upaya, sedangkan solusi terhadap 

kendala adalah  

1) Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui media massa; 

2) Sosialisasi kepada seluruh jajaran pemerintah, kader kesehatan, Ketua TP PKK; 

3) Sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat oleh puskesmas dan jaringannya; 

4) Penyelenggaraan layanan unit aduan program jaminan kesehatan nasional; 

5) Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan jaminan 

kesehatan nasional dan Jamkesda. 

 

Pada kegiatan layanan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya yang ada di 

Dinas Kesehatan dengan sasaran peserta Jamkesda yang dirujuk ke rumah sakit luar 

Kabupaten Banjarnegara, tahun 2019 bekerjasama dengan 11 Rumah Sakit yaitu : 

1. RSUD Margono Purwokerto,  

2. RSUD Banyumas,  

3. RSU Siaga Medika Banyumas, 

4. RSUD Goeteng Purbalingga,  

5. RSJ Soeroyo Magelang,  

6. RSUP Dr Sardjito Yogyakarta,  

7. RSUP Dr Kariadi Semarang.  

8. RSUD Wonosobo 

9. RS PKU Muhammadiyah Gombong 

10. RSUD Kajen Pekalongan 

11. RSUD Cilacap 

Anggaran yang tersedia untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin di Rumah Sakit luar Kabupaten tahun 2019 melalui rekening jasa kesehatan 

sebesar Rp.5.988.600.000 kemudian penyerapan sebesar Rp.5.968.500.000 atau 98,6 

%, selain menjamin layanan di Rumah Sakit luar Kabupaten pada kegiatan layanan 

penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya adalah membiayai premi asuransi 

masyarakat miskin yang terintegrasi ke BPJS dengan besaran premi Rp.276.000 / tahun 

dikalikan jumlah jiwa, pada tahun 2018 jumlah jiwa yang terintegrasi adalah 52.168 

jiwa, sehingga pembiayaan premi asuransi pada tahun 2019 adalah sebesar 

Rp.14.398.368.000  

Pada kegiatan kemitraan lanjutan bagi pasien rujukan dan  pemulangan jenasah 

bagi maskin yang meninggal difasyankes baik di kabupaten maupun luar kabupaten 

anggaran yang tersedia pada tahun 2019 melalui rekening transport dan akomodasi 

sebesar Rp.180.000.000 dengan serapan  sebesar Rp.179.779.850 atau  99,1 %. 
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Sasaran 6 Meningkatnya Perilaku kesehatan masyarakat di Tatanan Rumah Tangga 

dan Institusi 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan  indikator kinerja. Adapun 

capaian indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target 

2019 

Realisasi Capaian 

Persentase PHBS tatanan rumah 

tangga  

70% 73,8% 

155.678/210.877 

105,42% 

 

Indikator kinerja sasaran Persentase PHBS tatanan rumah tangga tahun 2019 

sudah tercapai, Hal ini dipengaruhi atau didukung terpenuhinya kebijakan tentang PHBS 

berupa Peraturan Bupati no. 11 tahun 2018 didukung juga kinerja petugas Puskesmas 

yang telah mendata PHBS tatanan rumah tangga secara menyeluruh dan 

dialokasikannya anggaran pendataan PHBS dimasing masing UPTD Puskesmas.  

Adapun realisasi capaian sasaran tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 

berikut : 

Indikator kinerja Capaian (%) 
target 

2019 (%) 

persentase PHBS tatanan 
rumah tangga 

2015 2016 2017 2018 2019 

70 
69,7 69,7 72 69,7 73,8 

 

Realisasi capaian sasaran pada indikator PHBS tatanan rumah tangga dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan. Capaian kinerja pada indicator persentase PHBS 

tatanan rumah tangga berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019 adalah 70 %, 

sedangkan capaiannya 73,8 %.  

Sasaran ini dicapai melalui program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan 

masyarakat  sebagai berikut:  

Program Indikator Kinerja Program 
Target 

2019 

Realisasi % 

Promosi 
kesehatan dan 

Pemberdayaan 
masyarakat  

Persentase PHBS tatan Rumah 
Tangga strata utama dan 

paripurna 

70% 73,8% 105,42% 

Persentase PHBS Institusi 
pendidikan 

65% 68% 104,61% 

 

Indikator kinerja program yang menjadi target pada tahun 2019 sudah tercapai 

diukur dari program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, melalui 

kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Penyuluhan 

masyarakat pola hidup sehat, dan Penyelenggaran lomba-lomba kesehatan. 

Indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator program, dapat dilihat 

secara detail pada tabel berikut: 
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Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan (output)  

Target 

2019 

Realisasi Capaian  

Pengembangan 
media promosi dan 

informasi sadar 
hidup sehat 
 

Persentase Puskesmas 

melaksanakan 

penyuluhan melalui 

media cetak di 

wilayahnya 

100% 100 100 

Penyuluhan 

masyarakat pola 

hidup sehat 

Persentase puskesmas 

melaksanakan 
penyuluhan luar 
ruangan di wilayahnya 

100% 100 100 

 

Persentase Puskesmas 

melaksanakan 

penyuluhan melalui 

media  elektronik 

100% 100 100 

 

Beberapa kendala tercapainya strata PHBS di tatanan rumah tangga antara lain 

disebabkan oleh: 

1) Kebijakan tentang PHBS belum diimplementasi oleh seluruh lapisan masyarakat 

2) Belum semua kegiatan pendataan PHBS diupdate dan dilaporkan 

3) Tenaga promosi dan pemberdayaan di Puskesmas melaksanakan rangkap tugas. 

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan antara lain rapat 

koordinasi, sosialisasi kebijakan, pembuatan media informasi kesehatan, pemberdayaan 

saka bakti husada, talkshow kesehatan melalui radio Banjarnegara, kampanye germas, 

bimbingan teknis, pertemuan rutin tenaga promosi dan pemberdayaan, kerja sama lintas 

sektor terkait (TP PKK), evaluasi atau lomba lomba, dan kegiatan lain yang mendukung.  

Dari beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator dengan jumlah anggaran  di 

Promosi dan pemberdayaan kesehatan sebesar Rp. 187.305.000, capaian realisasi fisik 

100 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 99,33 % atau sebesar Rp. 186.058.263. 
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Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan  indikator kinerja dengan 

capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi % 

Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif   

strata  Mandiri (%)  

30% 15,11% 50,11% 

 

Indikator kinerja sasaran Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif   strata  Mandiri 

Tahun 2019 belum tercapai hal ini dipengaruhi oleh beberapa indikator desa siaga belum 

tercukupi oleh masing masing desa.  Dari 278 desa/kelurahan tercapai 42 desa atau 

15,11% yang sudah  mencukupi 9 indikator desa siaga dengan nilai 34 – 36 atau 

menjadi desa siaga aktif strata  mandiri,  139 desa atau 50%  desa siaga aktif strata 

purnama, 83 desa atau 29,86% desa saiaga aktif strata madya, dan masih ada 14 desa 

atau 5,04%  desa siaga aktif strata pratama. 

Sembilan indikator desa siaga yang terdiri dari keberadaan forum kesehatan 

desa/kelurahan, pertemuan forum kesehatan desa yang dilaksanakan di tahun yang 

bersangkutan, kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar di FKTP, keberadaan 

Posyandu dan UKBM lainnya, dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di 

desa/keluarahan, adanya peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

kebijakan desa/keluarahan dan pencapaian rumah tangga sehat. Dari sembilan indikator 

tersebut, 3 indikator yang mempengaruhi strata desa siaga diantaranya adalah 

pelaksanaan rapat FKD minimal 8 kali dalam 1 tahun, dukungan dana desa dalam 

bidang kesehatan, dan peran serta organisasi masyarakat dalam mendukung desa siaga.  

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  

1520/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan desa/kelurahan Siaga 

Aktif menyebutkan bahwa dalam pengembangan desa/Kelurahan Siaga Aktif terdapat 4 

(empat) pentahapan strata Desa Siaga Aktif yaitu strata pratama, madya, purnama dan 

mandiri. Kendala di Kabupaten Banjarnegara belum ada regulasi tingkat kabupaten 

tentang desa siaga aktif strata mandiri, upaya yang dilakukan di Tahun 2020 adalah 

merumuskan dan menetapkan regulasi tingkat kabupaten, sebagai pedoman atau inisiasi 

kebijakan perencanaan penganggaran dana desa dalam mengaktifkan desa siaga aktif 

strata mandiri. 

Desa siaga merupakan suatu kondisi masyarakat di tingkat desa/ kelurahan yang 

memiliki kesiapan sumber daya potensial dan kemampuan  untuk mengatasi masalah 

kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri,  Dalam wadah 

yang disebut Forum Kesehatan Desa (FKD)   masyarakat  dapat  berpartisipasi  di dalam 

mengembangkan pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan 

untuk merencanakan, menetapkan, berkoordinasi dan penggerakan kegiatan serta 

monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di desa. Dengan terbangunnya Desa Siaga 

Aktif yang mencakup strata Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri diharapkan dapat 

Sasaran 7 : Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan pada bidang kesehatan 
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menciptakan  Desa sehat, Kecamatan sehat, Kabupaten Sehat, Provinsi sehat  dan 

Indonesia sehat. Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat. 

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) 

indikator kinerja selama lima  tahun adalah sebagai berikut :  

 

Capaian Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif   strata  Mandiri Tahun 2015 

tercapai 100% karena indikator yang dinilai belum menggunakan strata, masih dengan 

kriteria desa siaga aktif.  Setelah tahun 2015, desa siaga aktif menggunakan strata 

pratama, madya, purnama dan mandiri. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, capaian 

desa siaga mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi tercukupinya anggaran workshop 

optimalisasi peran FKD di desa siaga yang bersumber dari anggaran BOK/Dana alokasi 

khusus non fisik dan pembinaan berupa peningkatan kapasitas tenaga promosi 

pemberdayaan, bimbingan teknis ke masing masing Puskesmas dan kerjasama lintas 

sektoral dengan OPD terkait.  

Indikator Sasaran tersebut didukung melalui program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat yaitu  sebagai berikut: 

Program  Indikator Kinerja 
Program (outcome)  

Target 2019 Realisasi % 

Promosi kesehatan 

dan Pemberdayaan 
masyarakat  

Presentase Posyandu 

Strata purnama dan 
Mandiri 

70% 78,01% 

1.231/ 
1.578 

111,44% 

 

Indikator Program tersebut dicapai melalui satu kegiatan yaitu 

Kegiatan Indikator Kegiatan Target  Realisasi % 

Kabupaten/kecamatan 

sehat 

Jumlah regulasi kesehatan 

yang diterbitkan 
2 2 100% 

 

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung terpenuhinya  tenaga 

profesional kesehatan (dokter/perawat/bidan) di setiap desa yang dapat memberikan 

pelayanan kesehatan dasar, bencana dan kegawat daruratan kesehatan sesuai 

kewenangannya. Setiap desa sudah  memiliki Forum Kesehatan Desa/Kelurahan dan 

satu  UKBM lain berupa posyandu di setiap desa/Kelurahan.  

Beberapa desa  masih strata minimal, masih ada beberapa unsur yang harus 

dipenuhi agar menjadi desa siaga aktif strata Mandiri dengan memberdayakan Fungsi 

Forum Komunikasi Desa/kelurahan.  

Sasaran Desa Siaga ini dicapai melalui   program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Kesehatan dengan kegiatan  Kabupaten/ Kecamatan Sehat, yang 

Indikator Kinerja Capaian Target 

2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan 

Desa/Kelurahan Siaga 

Aktif   strata  Mandiri 

(%) 

100 1,7% 6,1% 6,8  % 15,11% 30% 
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memiliki 1 output kegiatan  berupa: Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Forum Komunikasi Desa Siaga aktif di 20  Kecamatan 

Untuk  tahun 2017 Kabupaten Banjarnegara strata pratama 10 desa (3,59 %), 

strata madya  107 desa (38,4 %), purnama  136 desa ( 48,9 %) dan mandiri 17 desa 

(6,1%). Pada tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara strata pratama 16 desa (5,75 %), 

strata madya  93 desa (33,4%), purnama  142 desa (51%) dan mandiri 19 desa (6,8%). 

Dan pada tahun 2019  strata desa saiga aktif pratama 14 desa (5,05%), strata madya 

83 desa ( 29,86%), strata Purnama 139 desa atau 50% dan strata mandiri 42 desa 

(15,11%). Dengan komposisi strata demikian maka ada trend kenaikan strata walaupun 

belum mencapai target dan masih diperlukan kerja keras guna meningkatkan strata 

desa siaga aktif ke strata yang lebih mandiri. Semakin tinggi strata Desa Siaga Aktif 

menunjukkan semakin tinggi kemandirian masyarakat dalam menangani kesehatan dan 

tingkat kesehatan masyarakatnya. Dari kegiatan yang mendukung indikator capaian 

tersebut adalah kegiatan Kabupaten/kecamatan sehat dengan pagu anggaran sebesar 

Rp. 15.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp  14.347.250 atau 95,64% dengan 

realisasi fisik sebesar 100%. 
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Sasaran 8: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan Dasar 
dan lanjutan 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan  indikator kinerja. Adapun 

capaian dari indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target 
2019 

Realisasi % 

Persentase  Penjaringan kesehatan untuk 
peserta didik kelas 1 dan kelas 7 

90% 91,99 102,2 

 

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 sudah 

tercapai hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas UKS di Puskesmas terhadap 

pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yang masuk sebagai standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan. 

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) 

indikator kinerja selama lima  tahun adalah sebagai berikut :  

 

Capaian persentase  penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 dan kelas 

7 dari Tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komitmen 

petugas UKS dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan 

dasar yang masuk sebagai salah satu SPM bidang kesehatan, adanya dukungan lintas 

sektor, alokasi anggaran melalui dana alokasi khusus non fisik (BOK), dan bentuk 

monitoring yang berkelanjutan terhadap kegiatan penjaringan tersebut. 

Indikator kinerja Sasaran tersebut didukung oleh program Promosi Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat yang diukur melalui indikator sebagai berikut: 

Program  
Indikator Kinerja Program 

(outcome)  
Target 
2019 

Realisasi % 

Promosi 
kesehatan dan 

Pemberdayaan 
masyarakat 

Persentase siswa kelas 1 
yang diperiksa kesehatannya  

90% 95,83% 
16370/17082 

106,47% 

Persentase siswa kelas 7 
yang diperiksa kesehatannya  

65% 88,15% 
(12.156 

/13.790) 

135,61% 

 
Indikator kinerja Program yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 sudah 

tercapai, Hal ini dipengaruhi oleh dukungan program diantaranya kecukupan tenaga 

pelaksana, persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadual dan 

Indikator Kinerja 

Capaian % Target 

2019 

% 
2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase  
Penjaringan 

kesehatan untuk 
peserta didik kelas 1 

dan kelas 7 

100 80 85,4 91,5 91,99 90 
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komitmen petugas serta pemahaman kepentingan terhadap output kegiatan tersebut.  

Capaian indikator program tersebut didukung melalui indikator kegiatan yaitu :  

Kegiatan Indikator Kegiatan Target  
Realisasi % 

Penyuluhan 

masyarakat 

pola hidup 

sehat 

  

Persentase anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai 

standar(SPM) 

100% 
 

50,41% 
69.499/137.865 

50,41% 

Jumlah advokasi penguatan 

Tim UKS Kabupaten dan Tim 

TP UKS Kecamatan 

2 kali 2 kali 100% 

 

Indikator kinerja kegiatan yang telah ditargetkan dalam tahun 2019  pada 

persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehetan sesuai 

standar belum  tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya sasaran skrining sedangkan 

tim pelaksana UKS Puskesmas terbatas, keterbatasan sarana dan prasarana untuk 

skrining kesehatan di sekolah, serta belum maksimal pembagian peran tim UKS bersama 

pihak sekolah. Pada indikator kegiatan berupa advokasi penguatan tim UKS kabupaten 

dan tim TP UKS Kecamatan  baru dilaksanakan pada penguatan tim UKS Kabupaten . 

Hal ini disebabkan alokasi anggaran pada kegiatan UKS belum tercukupi. 

Upaya yang akan dilakukan yang dilakukan dalam mengungkit permasalahan yang 

muncul diantaranya adalah : 

1. Penguatan petugas Promosi pemberdayaan dan petugas UKS di Puskesmas 

2. Workshop  pendidikan ketrampilan hidup sehat dalam rangka meningkatkan 

capaian skrining kesehatan 

3. Mengalokasikan anggaran kegiatan UKS dari berbagai sumber anggaran  ( APBD 

2, BOK maupun anggaran lain atau swadaya ) 

4. Melakukan monitoring petugas maupun kinerja secara berkesinambungan 

5. Penguatan kelembagaan TP UKS tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan 

6. Membuat perencanaan kegiatan dan mengajukan anggaran sesuai kebutuhan 

7. Melaksanakan kegiatan secara terjadwal 
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Sasaran  9 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 

langsung 

 

Dalam rangka mencapai sasaran ke satu meningkatnya usia harapan hidup di 

ukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu: 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Cakupan penemuan semua kasus TB  
(Case Notification Rate) 

80% 71,70% 90% 

Persentase angka kasus HIV yang 
diobati 

55% 58,97% 107,3% 

 

Capaian indikator sasaran dalam rangka Menurunnya angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit menular langsung terdapat satu indikator dari dua indikator 

sasaran yang belum tercapai. Target Cakupan CNR tahun 2019 sebesar 80% dari target 

CNR yang telah ditetapkan yaitu sebesar 192 per 100.000 penduduk. Realisasi CNR 

tahun 2019 sebesar 123,62 per 100.000 penduduk, sehingga proporsi capaian CNR 

sebesar 71,70%. Hasil ini lebih rendah dari target tahun 2019 sebesar 80%.  

Realisasi Cakupan penemuan semua kasus TB  (Case Notification Rate) Tahun 

2019 sebesar 71,70% dan realisasi Cakupan penemuan semua kasus TB  (Case 

Notification Rate) tahun 2018 sebesar 81,79 %. Dibandingkan capaian tahun 2018, 

realisasi tahun 2019 ini lebih rendah dibanding tahun 2018, namun masih lebih tinggi 

dibandingng tahun 2017 (capaian 78,2%) dan 2016 (capaian 30,69%), sebagaimana 

terlihat pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

Angka CNR menggabarkan beban TBC yang ada di masyarakat. Perkiraan CNR 

tahun 2019 yang ditetapkan Kementrian Kesehatan sebesar 192 per 100.000 

penduduk, Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 tercapai 123,62 per 100.000 

penduduk. Kondisi ini disebabkan belum semua kasus TBC tahun 2019 bisa 

ditemukan. Target Penemuan kasus TBC tahun 2019 sebesar 2.309 kasus, 
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sedangkan kasus TBC yang baru ditemukan pada tahun 2019 sebesar 1.262 kasus. 

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penemuan kasus TBC adalah : 

 Belum optimalnya pelacakan kasus kontak pada setiap pasien positif TBC. 

 masih ada pasien terduga TBC yang kesulitan mengeluarkan dahak, sehingga 

dahak yang diperiksa tidak memenuhi syarat. 

 Masih terdapat penderita TBC yang belum bersedia melakukan pemeriksaan 

sesuai standar, sehingga diakhir pengobatan tidak dapat dinyatakan sembuh 

atau pengobatan lengkap. 

Upaya untuk meningkatkan penemuan kasus TBC yang  juga akan memperbaiki 

capaian Cakupan penemuan semua kasus TB  (Case Notification Rate) yaitu : 

 Menindaklanjuti setiap kasus TBC positif dengan kegiatan survei kontak, yaitu 

memeriksa dahak orang-orang sekitar penderita (yang kontak erat), baik di 

lingkungan rumah/ tetangga maupun lingkungan tempat beraktifitas sehari-hari 

(tempat bekerja atau sekolah). 

 Meningkatkan peran masyarakat (kader ketuk pintu) untuk meningkatkan 

penjaringan suspek TBC. 

 Meningkatkan promosi kesehatan terutama tentang etika batuk dan teknik 

mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TBC. 

Indikator kinerja utama persentase angka kasus HIV yang diobati target tahun 

2019 sebesar 55%. Jumlah kasus baru HIV-AIDS Tahun 2019 sebanyak 78 pasien dan 

yang melakukan pengobatan sebanyak 46 pasien sehingga persentase yang diobati 

tahun 2019 sebanyak 58,97%. Berdasarkan capaian tersebut maka kinerja untuk 

indikator utama ini sebesar 107,3%.  

Persentase kasus HIV yang diobati pada tahun 2019 (58,97%), lebih tinggi 

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (54,43%), tahun 2017 (50%) dan tahun 2016 

(9,39%), sehingga terdapat trend kenaikan capaian sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel di bawh ini: 

Pasien HIV yang diobati di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 

Tahun 
jumlah 

pasien 
pasien diobati % 

th. 2016 33 13 39,39 

th. 2017 88 44 50,00 

th. 2018 79 43 54,43 

Th. 2019 78 46 58,97 

Berdasarkan uraian di atas indikator dalam menurunkan angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit menular langsung, dengan 2 indikator kinerja utama, 1 

indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.  

Bila melihat kinerja program untuk mendukung pencapaian sasaran ini, terdapat 

indikator kinerja program yang masih rendah. Tabel di bawah ini menggambarkan 

indikator kinerja program sebagai berikut : 
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Indikator Kinerja Program Target 2019 Realisasi % 
Kinerja 

angka keberhasilan pengobatan TB paru  ≥85% 92.88% 100% 

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai 
standar 

100% 91.77% 91.77 

 

Dari 2 (dua) indikator kinerja program, baru tercapai 1 indikator, yaitu angka 

keberhasilan pengobatan TB paru sebesar ≥ 85% dan realisasi tahun 2019 sebesar 

92,88% sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%. 

Dua indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan adalah 

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 

dengan target tahun 2018 sebesar 100% namun realisasinya hanya 91,77%, sehingga 

pengukuran kinerja baru mencapai 91,77%. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar pada tahun 2019 ini sebenarnya jauh 

lebih tinggi dibanding dengan tahun 2018 (51,80%). Namun demikian masih tetap di 

bawah target SPM sebesar 100%. Penyebab masih belum tercapainya target SPM ini 

karena masih ada sasaran yang belum bersedia diperiksa HIV.  

Upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan capaian indikator persentase orang 

berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar pada tahun 2019 

adalah : 

(1) Meningkatkan promosi kesehatan untuk pemeriksaan HIV terutama bagi semua Ibu 

Hamil dan semua pasien TBC. 

(2) Menyiapkan reagen pemeriksaan dan pendukungnya agar layanan kesehatan tidak 

kekurangan logistik. Hal ini sudah disiapkan melalui anggaran DAK 2020 untuk 

penyediaan Bahan Habis Pakai HIV. 

Bila diliihat lebih operasional pada indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Indikator Kegiatan 

 

Target Capaian % 

Kinerja 

Persentase Orang dengan Terduga TB mendapatkan 

pelayanan TB sesuai standar (SPM) 

100% 107.3% 107% 

proporsi sediaan dahak yang diperiksa ≤ 48 jam 100% 100% 100% 

proporsi rujukan suspek TB MDR 100% 100% 100% 

proporsi uji silang slide TB 85% 99.35% 117% 

proporsi Puskesmas dan RS yang melaksanakan 

TIPK 

100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, upaya untuk mewujudkan sasaran tersebut, semua 

indikator kegiatan telah tercapai dengan hasil sebegai berikut : 
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 Pada indikator Persentase Orang dengan Terduga TB mendapatkan pelayanan 

TB sesuai standar (SPM) realisasi 107,30%, capaian ini lebih banyak dibanding 

tahun 2018 sebesar 100%.  

 Pada indikator proporsi sediaan dahak yang diperiksa ≤ 48 jam tercapai 100%, 

sama dengan capaian tahun 2018. 

 Pada indikator proporsi rujukan suspek TB MDR tercapai 100%, sama dengan 

capaian tahun 2018. 

 Pada indikator proporsi uji silang slide TB realisasi 99,35%, capaian ini lebih 

baik dibanding realisasi tahun 2018 sebesar 71,8%. 

 Pada indikator proporsi Puskesmas dan RS yang melaksanakan TIPK realisasi 

100%, lebih baik dibanding realisasi tahun 2018 sebesar 97,44%. 
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Sasaran 10 Menurunnya Angka kesakitan penyakit menular bersumber binatang 

 

Upaya mencapai sasaran tersebut diukur dengan 2 indikator kinerja utama, 

Adapun capaian dari indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Angka  Penderita Malaria Baru API 

<1 per 1.000 penduduk 

<1/1.000 pddk 0,01/1.000 

pddk 

100% 

IR DBD < 49 per 100.000 

penduduk 

< 49 per 100.000 

penduduk 

26,09/ 

100.000 pddk 

100% 

 

Pada Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Penderita Malaria Baru (API), kasus 

malaria sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 11 kasus dengan proyeksi jumlah 

penduduk Banjarnegara sebanyak 1.053.930 maka API tahun 2019 sebesar  0,01 per 

1.000 penduduk. Capaian ini sesuai target yaitu < 1 per 1.000 penduduk.  

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, telah terjadi penurunan kasus 

yang cukup besar. Kasus malaria tahun 2018 sebanyak 25 kasus(API 0,024 per 1.000 

penduduk), tahun 2017 sebanyak 89 kasus (API 0,089 per 1.000 Penduduk) dan tahun 

2016 sebanyak 222 kasus (API 0,21 per 1.000 penduduk). Penurunan angka kesakitan 

malaria selama 3 tahun dapat dilihat pada grafik di bawah : 

 

Grafik Realisasi Api Malaria Di Kabupaten Banjarnegara  

Tahun 2016 s.d Tahun 2019 

 

 

Pada tahun 2019, dari 11 kasus, 2 kasus merupakan kasus indegenius 

(penularan setempat) dan 9 kasus impor (tertular dari luar Banjarnegara). Wilayah yang 

masih ada kasus malaria pada tahun 2019 yaitu di kecamatan Banjarmangu 4 kasus (2 

kasus merupakan kasus indegenius), kecamatan Punggelan 1 kasus, kecamatan 
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pagedongan 1 kasus, Kecamatan Purwonegoro 2 kasus, kecamatan Rakit 2 kasus dan 

Kecamatan Wanadadi 1 kasus. Rincian kasus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Kecamatan Desa Indigenous Import 

Banjarmangu Kesenet 2 0 

Banjarmangu Gripit 0 1 

Banjarmangu Sipedang 0 1 

Punggelan Mlaya 0 1 

Pagedongan Kebutuh jurang 0 1 

Purwonegoro Mertasari 0 1 

Purwonegoro Parakan 0 1 

Rakit Pingit 0 1 

Rakit Badamita 0 1 

Wanadadi Wanadadi 0 1 

JUMLAH 2 9 

 

Program pengendalian malaria di kabupaten banjarnegara setiap tahun 

mengalami kemajuan bukan hanya pada penurunan jumlah kasus maupun API malaria 

tetapi juga dengan pada hal lainnya yaitu : 

a. Angka kasus indegenius yang semakin turun : 2017 (63 kasus), tahun 2018 (15 

kasus), tahun 2019 (2 kasus). Kecenderungan ini memberi gambaran bahwa 

masalah penularan malaria lokal semakin berkurang. 

b. Jumlah desa bermasalah dengan kasus malaria indegenius semakin berkurang : 

tahun 2019 (1 desa), tahun 2018 (5 desa), tahun 2017 (5 Desa). 

Bupati Banjarnegara telah mencanangkan TITIK NOL MALARIA Kabupaten 

Banjarnegara tanggal 20 Agustus 2019. Pencanangan dilakukan di Kecamatan 

Banjarmangu dan telah dipasang tugu peringatan titik nol malaria dipertigaan 

Banjarmangu. Pencanangan ini diharapkan memberi spirit baru bahwa di Banjarnegara 

khususnya Kecamatan Banjarmangu (kecamatan dengan kasus indegenius terakhir) 

sudah tidak ada lagi kasus indegenius (malaria tertular di Banjarnegara). 

Pemerintah kabupaten Banjarnegara juga telah memiliki Peraturan Bupati nomor 

29 tahun 2019 tentang Eliminasi Malaria, sehingga memberi pedoman operasional 

tentang eliminasi malaria di Banjarnegara yang harus dilaksanakan oleh semua 

komponen. Dengan adanya Perbup ini diharapkan Kabupaten Banjarnegara dapat 

mengikuti penilaian eliminasi malaria yang diproyeksikan tahun 2020 sebagaimana yang 

direncanakan oleh kementrian kesehatan dan gubernur Jawa Tengah. Sampai tahun 

2019, Kabupaten Banjarnegara merupakan satu-satunya kabupaten yang masih memiliki 

kasus indegenius. 

Upaya di tahun 2020 adalah menyiapkan semua wilayah sampai dengan tingkat 

desa untuk melakukan surveilans migrasi, yaitu mewaspadai setiap pendatang dari 

wilayah endemis malaria untuk segera dilakukan screening malaria sebelum sempat 

menginap di tempat tersebut. Bila positif malaria segera dilakukan pengobatan standar 

malaria. Apabila ada yang positif malaria tidak terditeksi dan menginap di 

Banjarnegara,maka berisiko menumbuhkan kasus indegenius baru di wilayah tersebut.  
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Hingga saat ini vektor malaria di Banjarnegara masih ada (nyamuk Anopheles 

sp.), karena daerah banjarnegara merupakan daerah reseptif untuk pertumbuhan 

nyamuk tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian vektor malaria 

adalah dengan larvasida.   

Pada Indikator Kinerja Utama ke-2 yaitu Incidance Rate(IR) DBD < 49 per 

100.000 penduduk, Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi target karena IR DBD 

tahun 2019 sebesar 26,09 per 100.000 penduduk (jumlah kasus 275). Meskipun 

pencapaian target sudah memenuhi (di bawah target IR DBD < 49 per 100.000 

penduduk) namun sebenarnya telah terjadi peningkatan kasus dibanding tahun 2018 

(73 kasus) dan tahun 2017 (48 kasus), namun lebih rendah dibanding kasus tahun 2016 

sebanyak 592 kasus. Fluktuasi kasus DBD dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

Upaya pencapaian indikator tersebut didukung oleh progam Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dengan capaian indikator kinerja program sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Indikator Kinerja Program (outcome) Target 2019 Realisasi %  Kinerja  

proporsi penderita malaria yang diobati 100% 100% 100% 

Angka Kematian DBD (%)  <1% 0,36 100% 

 

Dukungan yang kuat dari program terlihat dari hasil capaian indikator kinerja 

program. Dua indikator program yang terkait dengan pencapaian proporsi penderita 

malaria yang diobati dengan target 100% dan realisasinya semua yang penderita 100% 

(11 penderita) diobati. Sedangkan indikator angka kematian DBD, pada tahun 2019 ini 

terdapat kematian karena DBD sebanyak 1 penderta DBD (Angka kematian DBD 

0,36%)., namun demikian masih dibawah < 1%,sehingga target 2019 masih tercapai. 

Tercapainya indikator program tidak terlepas dari tercapainya indikator kegiatan 

pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik untuk pengendalian malaria dan 
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indikator kegiatan penyemprotan/ fogging sarang nyamuk untuk pengendalian demam 

berdarah (DBD), sebagaimana tabel di bawah ini : 

Kegiatan Indikator Kegiatan Target  Capaian % 
Kinerja 

pencegahan 
penularan penyakit 

endemik/ epidemik 
  

jumlah kasus indegenius 0 2 - 

proporsi penderita malaria 
yang dilakukan pelacakan 
kasus 

100% 100% 100% 

penyemprotan/ 

fogging sarang 
nyamuk 

  
  

proporsi Penderita DBD yang 

dilakukan pelacakan kasus 

100% 100% 100% 

proporsi wilayah yang 
mendapat respon tindak lanjut 
penanganan DBD 

100% 100% 100% 

 

Realisasi Indikator kegiatan tidak semuanya dapat memenuhi target yang telah 

ditetapkan d itahun 2019. Ada 4 indikator kegiatan untuk menunjang upaya pencapaian 

sasaran tersebut, 3 indikator tercapai, sedang 1 indikator tidaktercapai. Indikator yang 

tidak tercapai adalah jumlah kasus indegenius malaria tahun 2019 sebesar 0 kasus, 

pada realisasinya masih ditemukan 2 kasus indegenius malaria yaitu pada bulan februari 

2019 di desa ksenet kec. Banjarmangu. Berbagai upaya telah dilakukan sehingga sejak 

bulan februari (kasus indegenius terakhir), dapat dijaga tidak ada lagi kasus indegenius 

tambahan.  

Upaya yang telah dilakukan adalah Kegiatan MBS (mass blood survei) berupa 

kegiatan pengambilan sediaan darah seluruh warga tanpa melihat gejala malaria di 

lingkungan dukuh penderita, dengan hasil sudah tidak ada penderita lainnya, Kegiatan 

pembagian kelambu pada warga di dukuh penderita, Setiap rumah diberi sesuai jumlah 

kelompok tidur dan penyuluhan tentang malaria pada warga. 
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Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. 

Adapun capaian dari indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Proporsi kasus hipertensi di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan  

< 20% 
 

15,35% 100% 
 

Proporsi kasus Diabetes 

Melitus di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

< 45% 

 

44,20% 100% 

 

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 seperti 

tersebut di atas  sudah tercapai semua begitu juga di tahun 2018 sudah tercapai yaitu 

proporsi kasus Hipertensi di fasyankes sebesar 14,7% dan proporsi kasus Diabetes 

Melitus sebesar 18,5%.  

Proporsi kasus hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Proporsi kasus 

Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah tercapai 100%. Hal ini didukung 

oleh adanya pelayanan prolanis di setiap UPTD Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, 

dan didukung juga  layanan skrining faktor risiko penyakit tidak menular  di pos 

pembinaan terpadu penyakit tidak menular ( Posbindu PTM) yang tersebar di desa dan 

kelurahan serta layanan pelayanan terpadu (Pandu PTM) di beberapa puskesmas.  

Adapun Posbindu Penyakit Tidak menular  di tahun 2019  sudah tercapai 95% (266 

desa/kelurahan yang ada posbindu dari 278  desa/kelurahan yang ada di Kabupaten 

Banjarnegara) sudah mengalami kenaikan sekitar 10% jika dibandingkan pada tahun 

2018. 

Sasaran ini dicapai melalui empat program, yaitu: pelayanan orang dengan 

penyakit HT mendapatkan pelayanan kesehatan  sesuai standar sebesar 100%, 

pelayanan orang dengan penyakit DM mendapatkan pelayanan kesehatan  sesuai 

standar sebesar 100%, pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat 

Pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%,  skrining kesehatan sesuai standar  

pada warga negara usia15–59 tahun sebesar 100%. Adapun program tersebut 

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Program  Target 

2019 

Realisasi %  

Kinerja  

Persentase orang dengan penyakit hipertensi 

yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 
100% 

13,96% 14% 

Persentase orang dengan penyakit diabetes 
mellitus  yang mendapatkan pelayanan sesuai 
standar 

100% 
91,01% 91% 

Persentase warga negara usia 15 sd 59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai 
standar 

5% 
9,89% 198% 

Persentase orang dengan gangguan jiwa berat   
yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 

100% 
71,07% 71% 

Sasaran 11 Menurunnya dan terkelolanya kasus penyakit tidak menular 
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Dari 4 (empat) indikator kinerja program, ada 3 indikator yang belum tercaapai, yaitu : 

(1) Persentase orang dengan penyakit hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai 

standar target adalah 100% tercapai 14%. Pada tahun 2019 pasien hipertensi yang 

ditemukan di fasyankes sebanyak 39.677 dari sasaran keseluruhan sesuai hasil 

Riskesdas tahun 2017 yaitu  sebesar 284.224 dan yang mendapatkan pelayanan 

sesuai standar  di fasyankes sebanyak 39.677 dari 284.224. Adapun sasaran yang 

mendapatkan pelayanan sesuai standar di tahun 2018 sebesar 29.209 hal ini 

menunjukkan bahwa pasien dengan hipertensi sudah mulai peduli akan pentingnya 

kontrol teratur, walaupun target belum tercapai karena sasaran taget masih 

mengikuti estimasi yang nilainya tinggi. Untuk mendapatkan data riil bisa dari 

pendataan PISPK tetapi untuk kabupaten Banjarnegara belum total coverage 

sehingga belum bisa dipakai sebagai target sasaran. 

(2) Persentase orang dengan penyakit diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan 

sesuai standar target 100% tercapai 91%. Pada tahun 2019 pasien diabetes 

mellitus yang ditemukan di fasyankes sebanyak 12.526 dari sasaran keseluruhan 

hasil Riskesdas tahun 2017 seharusnya sebesar 13,763 orang .Dengan demikian 

bahwa orang dengan penyakit diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan 

sesuai standard di fasyankes baru sebesar 91% (12.526 dari 13.763). Sedangkan 

untuk tahun 2018 sasaran yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di 

fasyankes sebesar 7.530 orang (100%), walaupun hasil kinerja  belum tercapai  

namun dari segi jumlah yang diperiksa meningkat 66% dari tahun 2018. 

(3) Persentase orang dengan gangguan jiwa berat   yang mendapatkan pelayanan 

sesuai standar target 100% realisasi tahun 2019 sebesar 71%. Kasus orang 

dengan gangguan jiwa  dilaporkan seharusnya sebanyak 2675 orang dan yang 

mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 1.905 orang. Penemuan orang 

dengan gangguan jiwa berat meningkat hampir 55 % di tahun 2019 jika 

dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1.055 orang. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat sudah mulai terpapar akan informasi seputar penanganan kesehatan 

jiwa masyarakat. 

        Adapun satu indikator yang sudah tercapai sesuai data yang tersebut di atas 

adalah  Persentase warga negara usia 15 sd 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standard dengan hasil capaian kinerja sebesar 198%. Pencapaian target ini di 

dukung program deteksi dini faktor resiko di 6 kecamatan yang mempunyai target 

36.000 sasaran dengan di danai APBN. Jika melihat target SPM 100% maka dapat 

dicapai jika ada dukungan dana yang memadai, sedang dana saat ini masih jauh dari 

costing pencapaian SPM.  

Capaian kinerja SPM yang belum mencapai target tersebut di atas antara lain 

disebabkan oleh beberapa masalah sebagai beikut: 

a. Jumlah posbindu desa sebanyak 266 belum  semuanya mempunyai peralatan 

sendiri, yang sudah mempunyai peralatan sendiri sebanyak 148 desa, dan 35  
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posbindu kit di puskesmas sebagai cadangan untuk melaksanakan kegiatan 

posbindu ke desa-desa yang belum mempunyai peralatan. 

b. Reagen untuk pemeriksaan skrining kesehatan yaitu stik kolesterol darah dan gula 

darah yang disediakan   belum mecukupi untuk semua sasaran sebesar 632.178 

orang, stik diadakan dari subsidi pemerintah maupun atas swadana masyarakat itu 

sendiri. Untuk tahun 2019 ada posbindu kit dari DAK Penugasan sebanyak 148 

paket yang di dalmnya ada 800 stik gula darah, tetapi tahun 2020 tidak ada 

pengadaan posbindu kit atau stik dari DAK penugasan di Banjarnegara 

c. Belum semua puskesmas melaksanakan posbindu di tempat kerja masing-masing, 

baru enam belas puskesmas yang melaksanakan posbindu sedangkan sembilan 

belas puskesmas belum melaksanakan posbindu di masing-masing puskesmas 

padahal sudah difasilitasi peralatan dari Kabupaten Banjarnegara. 

d. Belum semua puskesmas melaksanakan Yanti (Pelayanan Terintegrasi) PTM, baru 

dua belas puskesmas yang melaksanakannya. 

e. Belum tertibnya pencatatan dan pelaporan kegiatan di posbindu berbasis website 

f. Belum tertibnya pencatatan dan pelaporan petugas surveilans penyakit tidak 

menular/pelaksana program penyakit tidak menular puskesmas alasan sudah 

pegang banyak program. 

g. Kader posbindu desa rata-rata masih berjumlah 5 orang per desa / kelurahan. 

h. Posbindu Desa baru ada satu buah di tiap desanya 

i. Keterbatasan SDM  karena belum semua kader posbindu di desa bisa 

mengoperasionalkan komputer. 

j. Masih kurangnya dukungan dana dan sumber daya manusia (kader) posbindu di 

tingkat lintas sektoral  

k. Masih rendahnya pemanfaatan posbindu di desa maupun di instansi 

l. Provider IVA yang ada baru  berjumlah 8 orang (4 dokter dan 4 bidan). 

m. Puskesmas yang terlatih kesehatan jiwa baru 2 puskesmas yaitu puskesmas 

Purwareja Klampok 1 dan Pagentan 2. 

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh 

seluruh jajaran Dinas Kesehatan dengan berbagai upaya melalui kegiatan promotif, 

preventif di masyarakat Sedangkan solusi terhadap masalah  yang muncul adalah 

sebagai berikut : 

a. Ada dukungan dari pusat yaitu pengadaan posbindu kit sebanyak 148 paket untuk 

148 desa dari DAK Penugasan, ada pemeriksaan deteksi dini faktor resiko PTM di 6 

kecamatan (30 desa) dengan target pemeriksaaan 36.000 sasaran 

b. Pembelian bahan habis pakai laboratorium stik gula darah dan klesterol darah dalam 

rangka mendukung kegiatan posbindu di masyarakat ataupun di acara acara tertentu 

seperti care free day, kampanye cerdik, siaga lebaran dsb.    
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c. Pertemuan kompetensi SDM pelaksana program PTM FKTP, posbindu PTM, pelaksana 

kesehatan jiwa, pelaksana hipertensi dan diabetes melitus, pelaksana IVA, petugas 

surveilans penyakit tidak menular 

d. Pertemuan lintas program tekait kesehatan jiwa bagi bidan dan pelaksana promkes 

puskesmas 

e. Meningkatkan jumlah puskesmas agar  melaksanakan posbindu di institusinya 

masing-masing serta melaksanakan Yanti PTM (Pelayanan Terintegrasi Penyakit Tidak 

Menular)  di Puskesmas. 

f. Pertemuan lintas sektoral terkait kesehatan jiwa masyarakat 

g. Peningkatan peran serta masyarakat melalui kegiatan pos pelayanan terpadu 

(posbindu) baik di desa maupun di tempat khusus seperti tempat kerja, care free day 

ataupun acara-acara lainnya. 

h. Pertemuan sosialisasi upaya berhenti merokok bagi guru olah raga SD/SLTP. 

i. Advokasi di tingkat lintas sektoral secara berkesinambungan. 

j. Mengusulkan pengadaan alat CO analizer 

k. Merencanakan kegiatan kampanye Cerdik PTM (Cek kesehatan, Enyahkan asap 

rokok, Rajin olah raga, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress untuk mencegah 

Penyakit Tidak Menular) 

l. Merencanakan workshop kesehatan jiwa bagi petugas puskesmas 

m. Merencanakan workshop Upaya Berhenti merokok bagi petugas puskesmas terkait 

n. Merencanakan refresing kader terkait pencatatan dan pelaporan berbasis website 

Bila diliihat lebih operasional pada indikator kegiatan untuk mendukung 

pencapaian sasaran ke-7 yaitu terkelolanya penyakit tidak menular maka diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

   Indikator Kegiatan Target  Capaian % Kinerja 

Jumlah puskesmas yang mempunyai 

posbindu di desa minimal 30 % di wilayahnya 
35 pusk 35 pusk 100% 

Persentase perempuan usia 30 sd 50 tahun 
yang skiring kanker serviks dan payudara 

2% 1,7% 70% 

Persentase peralatan krioteraphy di 
puskesmas 

15% 20% 133% 

jumlah  Puskesmas yang melaksanakan 

Pandu PTM  
2 pusk 2 pusk 100% 

Jumlah  Peningkatan kapasitas bagi 

pengelola PTM  
35 pusk 35 pusk 100% 

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 
deteksi dini IVA dan SADARI terhadap 
perempuan usia 30-50 tahun di puskesmas 

35 pusk 5 pusk 14,28% 

jumlah peningkatan kapasitas pengendalian 

dan pencegahan masalah jiwa dan Napza 
bagi nakes  

35 pusk 35 pusk 100% 

jumlah penyelenggaraan upaya pencegahan 
dan pengendalian masalah  kesehatan jiwa 

dan napza di puskesmas 

35 pusk 2 pusk 5,71% 
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Dari 8 indikator kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai target 100% baru 5 

indikator kegiatan yang mencapai target sedangkan ada 3 indikator kegiatan yang 

belum mencapai target  yaitu  

1. Persentase perempuan usia 30 sd 50 tahun yang skrining kanker serviks dan 

payudara hanya tercapai 70% (2.287 dari 3280) hal ini dapat disebabkan 

beberapa faktor antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

untuk periksa  IVA karena adanya rasa malu dan takut , ketidaktahuan 

masyarakat terkait bahaya kanker leher rahim dan kanker payudara 

,ketidaktahuan masyarakat  manfaat periksa deteksi dini  kanker leher Rahim 

dengan metode IVA. Provider IVA yang ada masih minimal yaitu baru 8 orang 

di 5 puskesmas (Susukan 1, Banjarnegara 1, Sigaluh 1, Bawang 1 dan Rakit 2) 

sehingga diperlukan penambahan petugas untuk dilatih provider IVA agar 

pelayanan skrining kanker leher rahim dan payudara untuk usia 30 tahun 

sampai dengan 50 tahun bertahap mengalami peningkatan. Upaya yang 

dilakukan untuk tahun berikutnya adalah mengusulkan pelatihan provider IVA. 

2. Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim 

dengan metode  IVA dan Sadanis baru 5 puskesmas dari 35 puskesmas, ini  

berdasarkan jumlah tenaga dokter dan bidan yang telah pelatihan IVA. 

3. Jumlah penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian masalah jiwa 

dan napza di puskesmas baru 2 puskemas (Purwareja Klampok 1 dan 

Pagentan 1) dari 35 puskesmas berdasarkan dokter dan perawat yang telah 

pelatihan kesehatan jiwa. 
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Sasaran 12 Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur indikator kinerja. Adapun capaian dari 

indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Utama Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja 

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child 

Immunization (UCI) 

99 %  100% 100% 

 

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Surveilans Imunisasi. 

Indikator kinerja utama yang sudah tercapai yaitu cakupan desa/kelurahan UCI dari 

target 278 desa/kelurahan (100%), dalam pelaksanaannya   tercapai sebesar 278  

desa/kelurahan  (100%) sampai dengan akhir Desember 2019, sehingga kinerja capaian 

indikator ini sebesar  100%.  

Adapun gambaran pencapaian target kinerja UCI selama 3 tahun terakhir adalah 

sebagai mana tabel berikut : 

TAHUN 2016 2017 2018 2019 

Target 

kinerja (%) 

80% 

222 desa/kel. 

85% 

236 desa/kel. 

100% 

278 desa/kel 

100% 

278 desa/kel 

Realisasi (%) 125% 

278 desa/kel 

118% 

278 desa 

100% 278 

desa 

100% 

278 desa/kel 

 

Trend pencapaian kinerja selama lima tahun terakhir sejak  tahun 2015 sampai 

2019 menunjukkan bahwa target selalu tercapai dan semua desa 100% telah UCI (278 

desa/kelurahan) 

Jika dibandingkan antara capaian tahun 2019 dengan target jangka menengah 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 sebesar 99,5% 

atau telah memenuhi 100% capaian pada tahun 2019, Capaian kinerja UCI jika 

dibandingkan dengan target nasional sebesar 92,5% maka capaian kinerja UCI 

Kabupaten Banjarnegara telah melebihi target nasional 

Dapat disimpulkan bahwa cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2019 sudah 

mencapai target. Adapun faktor keberhasilan adalah meningkatnya kesadaran 

masyarakat dalam pemberian imunisasi, dukungan  lintas sektor dan dukungan tokoh-

tokoh masyarakat dalam menyukseskan program imunisasi di masyarakat, dan akses 

pelayanan mudah 

Berdasarkan indikator program yang terkait seksi Surveilans dan Imunisasi, maka 

capaian hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Indikator Kinerja Program (outcome) Target 2019 Realisasi 

2019 

% Kinerja 

Persentase bayi yang memperoleh 

imunisasi dasar lengkap  
95% 

96% 101% 
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Berdasarkan tabel diatas, cakupan target program sebanyak 4 indikator kinerja 

sudah tercapai. Keberhasilan capaian pada indikator kinerja utama maupun indikator 

program karena didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Seksi 

Surveilans dan Imunisasi, untuk mencapai indikator utama dan indikator program, Seksi 

SI melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan “Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan 

Anak Sekolah” dan kegiatan “Peningkatan Surveilans Epidemiologi & Penanggulangan 

Wabah”. Adapun capaian indikator kegiatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 

tersebut di bawah ini :  

Kegiatan Indikator Kegiatan Target  Capaian % Kinerja 

Pelayanan 
vaksinasi bagi 

balita dan anak 
sekolah 
 

Persentase anak sekolah SD 
atau sederajat yang 

mendapatkankan vaksin BIAS 
sebesar ≥ 98%.  

≥ 98% 

99% 101% 

Peningkatan pemantauan rantai 
dingin vaksin 

  100% 
100% 100% 

Tersedianya vaksin untuk 

pelayanan imunisasi di fasilitas 
kesehatan pemerintah 

35 

Puskesmas 

35 100% 

 
Adapun dukungan anggaran dalam mendukung pencapaian indicator kinerja UCI 

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten 

Banjarnegara melalui kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah sebesar 

Rp. 945.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 694.366.776,- (73,5%) dan realisasi fisik 

100%. 
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Sasaran 13 Meningkatnya Surveilance Penyakit, Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 

dan Bencana/Krisis Kesehatan 

 
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur indikator kinerja. Adapun capaian dari 

indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Utama Target 

2019 

Realisasi 

2019 

% 

Kinerja 

Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis 

(Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak 

bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 

tahun 

4 kasus  7 kasus 175% 

 

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Pencegahan dan 

pemberantasan penyakit. Indikator kinerja utama yang sudah tercapai yaitu Cakupan 

penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak 

bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun dari target 4 kasus dan tercapai 

sebesar 7 kasus sampai dengan akhir Desember 2019, sehingga kinerja capaian 

indikator ini sebesar  175%.  

Adapun gambaran pencapaian target penemuan kasus AFP selama 3 tahun 

terakhir adalah sebagai mana tabel berikut : 

TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 

Target kinerja (%) 5 kasus 
(100%) 

5 kasus 
(100%) 

4 kasus 
(100%) 

4 kasus 
(100%) 

4 kasus 
(100%) 

Realisasi (%) 6 kasus 

(120%) 

5 kasus 

(100%) 

11 kasus 

(275%) 

4  kasus  

(100 %) 

7 kasus 

(175%) 

 
Trend pencapaian kinerja selama lima tahun terakhir sejak  tahun 2015 sampai 

2019 menunjukkan bahwa target kasus AFP selalu tercapai bahkan melebihi target. 

Analisa faktor keberhasilan kinerja Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid 

Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan 

usia dibawah 15 tahun diantaranya : anggaran yang mencukupi, managemen kepala 

Puskesmas yang baik, koordinator dan pelaksana program surveilans yang memadai, 

terlatihnya tenaga surveilans puskesmas, akses pelayanan mudah, tingkat kesadaran 

masyarakat meningkat, mengetahui tanda-tandai suspek AFP pada usia dibawah 15 

tahun 

Berdasarkan indikator program yang terkait seksi Surveilans dan Imunisasi, maka 

capaian hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Indikator Kinerja Program (outcome) Target 
2019 

Realisasi 
2019 

% 
Kinerja 

Presentase pemeriksaan sampel AFP polio 4 kasus 7 kasus 175% 

Prosentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat 

Istithaah Kesehatan  100% 
100 100% 

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan Epidemilogi kurang dari 24 jam 

100%  100 100% 



56 

 

Berdasarkan tabel diatas, cakupan target program sebanyak 4 indikator kinerja 

yang terkait Seksi Surveilans dan Imunisasi ke 4 indikator sudah tercapai.  

Keberhasilan capaian pada indikator kinerja utama maupun indikator program 

karena didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, dengan 2 (dua) 

kegiatan yaitu kegiatan “PelayananVaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah” dan kegiatan 

“Peningkatan Surveilans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah”. Adapun capaian 

indikator kegiatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini :  

Kegiatan Indikator Kegiatan Target  Capaian 

2019 

% Kinerja 

Peningkatan 

Surveilans 

Epidemiologi & 

Penanggulangan 

Wabah  

Peningkatan 

Surveilans 

Epidemiologi & 

Penanggulangan 

Wabah  

Penemuan Kasus Acute 

Flaccid Paralysis (AFP) 

4 kasus 7 kasus 175% 

Presentase kelengkapan 

laporan mingguan W2 ≥ 80%  

 ≥ 80%  100% (52 

Minggu) 

125% 

Presentase  ketepatan 

laporan mingguan W2 ≥ 90%  

≥ 90%  100% (52 

Minggu) 

111% 

Pemeriksaan kesehatan 

jamaah haji secara periodik 

bagi jemaah haji 

100% 100% 100% 

Penerapan aplikasi e-BKJH 

secaran online 

100% 100% 100% 
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Sasaran 14 
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan yang 

terstandarisasi 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan empat indikator kinerja. 

Adapun capaian dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama Target 

2019 

Capaian 

kinerja 
2019 

Persen 

capaian 

Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna 3 RS 4 RS 133,3 % 

Persentase Puskesmas Terakreditasi 35 pusk  35 pusk 100% 

Persentase Labkesda terakreditasi 100 % 100 % 100 % 

Indeks Kepuasan Masyarakat 78% 73,52% 94,26% 

 

Berdasarkan capaian hasil kinerja tahun 2019, pada sasaran Meningkatnya 

mutu dan akses pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dengan indikator kinerja 

utama persentase RS yang Terakreditasi Paripurna yaitu RSUD Hj. Anna Lasmanah 

Banjarnegara, RS umum Emanuel Purwareja Klampok, RS Islam Banjarnegara dan 

RS PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Persentase puskesmas terakreditasi telah 

memenuhi target capaian kinerja sebesar 100% yaitu sebanyak 35 puskesmas di 

wilayah Kabupaten Banjarnegara.  Persentase laboratorium kesehatan terakreditasi 

Tahun 2019 dapat memenuhi target 100 % dan telah dilaksanakan penilaian oleh 

Komisi Akreditasi Laboratorium Klinik (KALK) pada bulan Desember 2019. 

Pencapaian kinerja  Indeks Kepuasan Masyarakat belum memenuhi target 

yaitu sebesar 73,52% dari target 78% dengan persentase capaian kinerja sebesar 

94,26% , hal ini dikarenakan terdapat unsur pelayanan yang hasilnya kurang baik, 

antara lain adalah : sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; 

biaya/tarif; produk spesifik jenis pelayanan; perilaku pelaksana; penanganan, 

pengaduan, saran dan masukan dan unsur sarana dan prasarana. Upaya yang 

dilakukan terkait unsur yang kurang baik antara lain membuat standar operasional 

pelayanan terkait pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara; peningkatan komitmen bersama terkait pelayanan kepada 

masyarakat yang berikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara serta 

koordinasi dengan bidang terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Untuk mencapai sasaran diatas maka dilaksanakan program bidang pelayanan 

dan sumber daya kesehatan dengan target sebagai berikut : 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Target 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2019 

% 

Capaian 

Kinerja 

Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

 

 

Indeks Keluarga Sehat 55% 80% 145,5% 
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Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Target 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2019 

% 

Capaian 

Kinerja 

Program standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

Persentase FKTR 

Terakreditasi 
3 RS 4 RS 133,3% 

Persenatse FKTP 

Terakreditasi 
100% 100% 100% 

Persentase puskesmas 

mencapai Nilai Kinerja 

Baik 

50% 20% 40% 

Program pengadaan, 

peningkatan dan 

perbaikan sarana dan 

prasarana 

puskesmas/ 

puskemas pembantu 

dan jaringannya 

persentase pemenuhan 

sarana dan prasarana 

puskesmas dan 

jaringannya sesuai 

permenkes 75/2014 

75% 75% 100% 

Persentase Puskesmas 

dengan petugas PSC Aktif 
100% 100 % 100% 

 

Pada capaian kinerja program guna mencapai sasaran, untuk program Upaya 

Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja progam Indeks Keluarga Sehat telah 

memenuhi target sebesar 80%, dikarenakan kegiatan pendataaan keluarga oleh 

tenaga puskesmas pada tahun 2019 dibantu oleh petugas pengumpul data 

(enumerator) yang bertugas melakukan pendataan kepada keluarga sasaran PIS-PK 

sekaligus melakukan entry data pada aplikasi online PIS-PK. Petugas pengumpul 

data sebelumnya telah dibekali ketrampilan untuk melaksanakan kunjungan 

keluarga sehat dengan mengikuti kegiatan orientasi tenaga enumerator PIS-PK 

selama 3 hari.  Hal ini yang menyebabkan peningkatan kunjungan keluarga sehat 

pada setiap Puskesmas yaitu sebesar 145,5%. 
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Pencapaian program upaya kesehatan masyarakat pada kegiatan PIS-PK ini 

didukung dengan adanya pertemuan analisis dan pemanfaatan data PIS-PK serta 

terlaksananya pertemuan evaluasi perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 

yang membahas tentang kegiatan perkesmas sebagai salah satu strategi 

peningkatan indeks keluarga sehat di Kabupaten Banjarnegara melalui integrasi 

kegiatan intervensi lanjut program PIS-PK pada sasaran individu, keluarga maupun 

kelompok rawan. 

Pada Program standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja 

program persentase FKTR Terakreditasi Paripurna telah mencapai target yaitu 

sebesar 133,3% dari target 3 RS yang terakreditasi Paripurna. Tahun 2019 terdapat 

4 RS yang telah terakreditasi Paripurna. Sedangkan persentase FKTP Terakreditasi 

telah mencapai target kinerja sebesar 100%. Sedangkan persentase puskesmas 

mencapai Nilai Kinerja Baik baru tercapai 20% dari target kinerja 50%. Hal ini 

dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 

tentang Pedoman Manajemen Puskesmas menerangkan bahwa ruang lingkup 

penilaian kinerja Puskesmas terdiri dari cakupan hasil pelayanan kesehatan dan 

cakupan hasil manajemen Puskesmas harus mempunyai tingkat hasil baik dan 

apabila salah satu cakupan mempunyai tingkat cukup atau kurang maka Nilai 

kinerja Puskesmas dinilai Cukup/Kurang (diambil yang kecil). Pada tahun 2019 di 

Kabupaten Banjarnegara hanya terdapat 8 Puskesmas yang mempunyai cakupan 

hasil pelayanan kesehatan dan cakupan hasil manajemen Baik yang disimpulkan 

Nilai Kinerja Puskesmas Baik.  

Guna melaksanakan program tersebut diatas maka Seksi Pelayanan Kesehatan 

melaksanakan kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut :  
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Kegiatan Indikator Kegiatan 
Target 
2019 

Capaian 
Kinerja 

Persen 
Capaian 

Penyelenggaraan 
akreditasi Fasilitas 

pelayanan kesehatan 

Jumlah Pembinaan rumah 
sakit dengan visitasi secara 

konsisten, terpadu, dan 
terstandar  

3 RS 4 RS 133, 
33% 

Persentase pendampingan 
akreditasi puskesmas 

100% 100% 100% 

Penyelenggaraan 
akreditasi Fasilitas 

pelayanan kesehatan,  
Pelaksanaan program 

PMI dan PME 

Persentase pendampingan 
akreditasi labkes  dan 

pelaksanaan program PMI 
dan PME 

100% 100 % 100 % 

Penyelenggaran/penin
gkatan gugus kendali 
mutu  

 

Persentase puskesmas yang 
melaksanakan standar 
kepatuhan manajemen 

minimal 80 % 

50% 50% 100% 

Persentase Fasilitas layanan 
kesehatan dasar dan 
rujukan yang dibina 

100% 100 % 100 % 

 

Pengadaan, 
peningkatan dan 
perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/ 
puskemas pembantu 

dan jaringannya 

Persentase Puskesmas 

dengan sarana dan 
prasarana memenuhi 
standar 

75% 75% 100% 

Persentase puskesmas 

dengan bangunan 
memenuhi standar 

75% 75% 75% 

Peningkatan 
pelayanan dan 

penanggulangan 
masalah kesehatan 

Persentase pelayanan dan 
penanggulangan masalah 

kesehatan untuk 
kegawatduratan (Public 
Safety Centre) 

100% 100 % 100 % 

Persentase Kapasitas 

petugas PSC  (Public Safety 
Centre) yang memenuhi 

kompetensi 

100% 100 % 100 % 

 

Pada kegiatan Penyelenggaraan akreditasi Fasilitas pelayanan kesehatan, 

Pelaksanaan program PMI dan PME dengan indikator kegiatan persentase 

pendampingan akreditasi labkes dan pelaksanaan program PMI dan PME telah 

mencapai target kinerja sebesar 100% dari target indikator kegiatan. Kegiatan 

pendampingan Labkes dilaksanakan setiap semester bersama pendamping 

akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Pengawasan 

Mutu eksternal dilakukan di wilayah regional oleh BLK Semarang dan di secara 

nasional oleh BLK Jakarta dengan hasil feedback yang memuaskan. 

Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu  dengan indikator kegiatan  

persentase puskesmas yang melaksanakan standar kepatuhan manajemen minimal 

80%, persentase Fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibina telah 

mencapai target kinerja sebesar 100% dari target indikator kegiatan. Hal ini 

didukung dengan terlaksananya kegiatan pertemuan manajemen puskesmas, 

pertemuan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pertemuan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang dihadiri oleh UPTD Puskesmas dan Klinik swasta se 
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Kabupaten Banjarnegara, Terlaksananya pertemuan tindak lanjut monitoring dan 

evaluasi PONED pada UPTD Puskesmas PONED se-Kabupaten Banjarnegara, 

terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas kegawatdaruratan pada petugas 

PSC 

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ 

puskemas pembantu dan jaringannya dengan indikator kegiatan persentase 

Puskesmas dengan sarana dan prasarana memenuhi standar, persentase 

puskesmas dengan bangunan memenuhi standar telah mencapai target kinerja 

sebesar 100% dari target indikator kegiatan. pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) 

Puskesmas yang telah dilakukan pembangunan guna pemenuhan sarana dan 

prasarana Puskesmas sesuai dengan standar yaitu Puskesmas Susukan 1, Sigaluh 1, 

Madukara 1 dan Puskesmas Batur 2.  

Sedangkan pada tahun 2020 kegiatan Pembangunan Puskesmas terdapat 2 

(dua) Puskesmas yang akan dibangun yaitu Puskesmas Pandanarum dan 

Puskesmas Purwanegara 2, selain itu juga akan dibangun Gedung Gudang Farmasi 

Kabupaten Banjarnegara. Sesuai roadmap pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas 

pada tahun 2021 direncanakan Puskesmas Wanayasa 1, Puskesmas Pejawaran, 

Puskesmas Punggelan 2 dan Puskesmas Pagentan 2. Sedangkan pada tahun 2022 

rencana pembangunan Puskesmas adalah Puskesmas Wanadadi 2, Puskesmas 

Purwareja Klampok 2, Puskesmas Pagentan 1 dan Puskesmas Purwanegara 1. 

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan 

indikator kegiatan persentase pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 

untuk kegawatduratan (Public Safety Centre), persentase Kapasitas Petugas PSC  

(Public Safety Centre) yang memenuhi kompetensi telah mencapai target kinerja 

sebesar 100% dari target indikator kegiatan. Hal ini didukung dengan terlaksananya 

kegiatan Pertemuan peningkatan kapasitas petugas PSC, dan terlaksananya 

pertemuan safety riding bagi driver ambulan Puskesmas. 

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019, sebagian besar dari kegiatan 

terserap lebih dari 89% PAGU anggaran yang ada. Penyerapan anggaran pada 

kegiatan penyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas atau RS sebesar 89% 

hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pada Pelaksanaan survey 

akreditasi, beberapa surveyor berasal dari pulau Jawa sehingga menggunakan 

transport kereta api yang sedianya transport akomodasi pada kegiatan survey 

akreditasi puskesmas untuk surveyor dianggarkan menggunakan transportasi 

pesawat sehingga menjadi efisiensi anggaran untuk transport akomodasi, selain itu 

belanja operasional kegiatan monitoring pasca akreditasi juga belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal.  

Realisasi penyerapan anggaran kegiatan Penyelenggaraan/peningkatan gugus 

kendali mutu sebesar 95,06%, penyerapan kegiatan gugus kendali mutu belum 

100% dikarenakan kegiatan visitasi Puskesmas wilayah terpencil belum terlaksana, 
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dikarenakan perencanaan kami dalam mengatur kegiatan visitasi Puskesmas 

wilayah terpencil dan kurang maksimalnya kami dalam berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.  

Persentase realisasi penyerapan anggaran Pembangunan Puskesmas hanya 

sebesar 93,85%, dikarenakan proses pencairan dana Bankeu yang membuat 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas. Kontur tanah 

yang belum sesuai dengan standar dan kejadian bencana alam juga mengakibatkan 

mundurnya pekerjaan. 
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Sasaran 15 
Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan  

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan empat indikator kinerja. 

Adapun capaian dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama Target setelah 

perubahan 2019 

Capaian kinerja 

2019 

Persen 

capaian 

Ratio Dokter Umum Terhadap 

Penduduk 

9/100.000 

penduduk 

8,77/100.000 97,4% 

Rasio tenaga bidan satuan 

penduduk 

62/100.000 

penduduk 

60,84/100.000 98,13% 

 
Rasio Dokter umum di Banjarnegara sebesar 8,77 per 100.000 penduduk 

masih jauh dari standar nasional tahun 2019 yang menetapkan rasio sebesar 45 per 

100.000 penduduk atau baru tercapai 19,48% dari target nasional. Rasio bidan di 

Banjarnegara pada tahun 2019 sebesar 60,84 per 100.000 penduduk. Angka ini 

masih di bawah standar nasional tahun 2019 yaitu sebesar 120 per 100.000 

penduduk atau baru tercapai 50,7% dari target nasional.  

Untuk mencapai  sasaran tersebut maka dilaksanakan program dengan target 

sebagai berikut  

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Target 

2019 

Capaian 

Kinerja 

% 
Capaian 

Kinerja 

Program 

Pengembangan SDM 

Kesehatan dan 

Database 

Persentase Puskesmas yang 

memiliki 9 tenaga 

kesehatan minimal 

 

60% 13 
puskesmas 

37,14% 

 
 Untuk melaksanakan program tersebut maka Seksi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan melaksanakan kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut : 

 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target 2019 

Capaian 
Kinerja 

Persen 
Capaian 

Sistem pengendalian 
mutu kesehatan 

Persentase Tenaga 

Kesehatan memiliki 
STR 

100% 100% 100% 

Jumlah Dokumen 
Rencana Kebutuhan 
SDMK 

1 dok 1 100% 

Jumlah Dokumen 
Profil SDMK  

1 dok 1 100% 

Pendidikan dan 

pelatihan formal 

Persentase SDMK 

yang di tingkatkan 
kompetensinya  

25% 28,32 113,28% 

 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, pada Buku 

Manual 2 yang berisi tentang Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Standar 
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Ketenagaan Minimal maka pola ketenagaan minimal untuk penyelenggarakan upaya 

wajib puskesmas berdasarkan kriteria puskesmas dan berdasarkan lokasi. Jenis 

tenaga minimal yang harus ada dalam pedoman tersebut adalah tenaga dokter, 

dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, 

tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laborotorium medik 

(ATLM)/ analisis kesehatan. Pada tahun ini ketersediaan 9 tenaga kesehatan 

strategis di puskesmas meningkat dari pada tahun yang lalu. Peningkatan tersebut 

karena adanya pemenuhan kebutuhan melalui tenaga kontrak puskesmas, kontrak 

daerah maupun kontrak perjanjian kerja sama dan program penugasan khusus 

Nusantara Sehat Individual (NSI).  

Capaian kinerja untuk persentase Puskesmas yang memiliki sembilan (9) 

tenaga kesehatan minimal di Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 sudah mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase puskesmas 

dengan 9 nakes yaitu sebesar 5,74% atau 2 puskesmas , sedangkan pada tahun 

2019 menjadi 37,14% atau 13 puskesmas. Peningkatan tersebut karena adanya 

pemenuhan kebutuhan melalui tenaga kontrak puskesmas, kontrak daerah maupun 

kontrak perjanjian kerja sama dan program penugasan khusus Nusantara Sehat 

Individual (NSI). Walaupun pada tahun 2019 sudah ada peningkatan sebesar 

31,4%, akan tetapi angka ini masih dibawah target, untuk  itu Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banjarnegara tetap melaksanakan berbagai upaya untuk 

pemenuhannya, yaitu:  

1. Perekrutan tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja pada bidang Usaha 

Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi tenaga sanitarian, tenaga gizi, tenaga 

promosi kesehatan, tenaga kesehatan masyarakat, pembantu pengelola 

keuangan dan ahli teknologi laboratorium medic sebanyak 27 orang untuk 35 

Puskesmas; 

2. Mengusulkan formasi kebutuhan tenaga kesehatan ke Kementerian Kesehatan RI 

melalui program Nusantara Sehat. Untuk Kabupaten Banjarnegara memperoleh 

119 formasi 8 tenaga kesehatan (kecuali tenaga bidan); 

3. Meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan yang sudah ada dengan 

diikutsertakan pada pelatihan, diklat, On The Job Training, seminar, workshop 

dan lain-lain. 

4. Redistribusi tenaga kesehatan untuk pemerataan dan pemenuhan pelayanan 

sesuai kebutuhan dan peraturan. 

Untuk saat ini pemetaan data SDM Kesehatan dilaksanakan melalui aplikasi 

sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id. Data ini menggambarkan distribusi SDM Kesehatan 

di Puskesmas dan Rumah Sakit. Data SDM Kesehatan berdasarkan jenis SDM 

Kesehatan merupakan jumlah SDM Kesehatan berdasarkan jumlah SDM Kesehatan 

sesuai dengan tugas pokok fungsinya, sedangkan data SDM Kesehatan 

berdasarkan jenis jenis pendidikan merupakan jumlah SDM Kesehatan sesuai 
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dengan jenis pendidikan terakhir. Seseorang yang menjabat sebagai struktural, 

tenaga teknis program, tenaga pencatatan dan pelaporan, tenaga perencanaan dll 

meskipun jenjang pendidikannya di bidang kesehatan maka dikelompokkan dalam 

kategori tenaga non kesehatan. Form ini juga dapat mengetahui apakah seorang 

yang menjabat sebagai JFT kesehatan sesuai dengan jenis dan jenjang 

pendidikannya. 

Mendasarkan pada Peraturan Bupati nomor 83 tahun 2018 bahwa mulai 

tahun 2019 seluruh UPTD Dinas kesehatan melaksanakan pengelolaan BLUD. 

Dengan adanya mekanisme BLUD maka memungkinkan adanya fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini menjadi peluang untuk dapat membiayai 

pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan standar. Penyusunan 

aturan pelaksana dan petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan menjadi keharusan untuk segera dipenuhi. Saat ini 

upaya kajian dan koordinasi pemenuhan aturan diatas terus berproses sebagai 

langkah strategi dan pemenuhan kebijakan berkaitan pemenuhan kebutuhan 

tenaga kesehatan. 
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Sasaran 16 

Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

termasuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta 

pengembangan obat tradisional guna mendukung mutu 

pelayanan 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. 

Adapun capaian dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama Target 2019 Capaian 

kinerja 2019 

Persen 

capaian 

Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang melaksanakan 

pelayanan kefarmasian sesuai standar 

98 % 91,4% 93,3% 

 

Untuk mencapai  sasaran tersebut maka dilaksanakan program dengan target 

sebagai berikut  

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 
Target 
2019 

Capaian 
Kinerja 

% 

Capaian 
Kinerja 

Program Obat dan 

perbekalan kesehatan 

Persentase Fasilitas 

kesehatan yang melakukan 

manajemen pengelolaan 

obat sesuai standar 

96% 100% 104,2% 

 
 Untuk melaksanakan program tersebut maka Seksi Farmalkes melaksanakan 

kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut : 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target 2019 

Capaian 
Kinerja 

Persen 
Capaian 

Pengadaaan Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan 

Jumlah paket reagensia 

dalam pengujian sampel 
2 paket 2 paket 100% 

Pembinaan teknis mutu 

di puskesmas 

17 

puskesmas 

17 

puskesmas 
100% 

Presentase sarana 
produksi pangan, 
distribusi sediaan 

farmasi dan perbekalan 
kesehatan 

100% 100% 100% 

 
Dari tabel Indikator Kinerja Utama yaitu presentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar, capaian 2019 

masih kurang dari target yaitu hanya 93,3% dari target walaupun dibanding 

semester sebelumnya terdapat kenaikan signifikan sebesar 40% dan 42,8% dari 

tahun 2019. Hal ini karena salah satu indikator pelayanan kefarmasian sesuai 

standar adalah adanya tenaga kefarmasian di puskesmas. Dari 35 puskesmas masih 

ada 3 puskesmas yang belum ada tenaga kefarmasian baik Tenaga Teknis 

Kefarmasian maupun Apoteker. 
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Indikator kinerja program yaitu Persentase Fasilitas kesehatan yang 

melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar dari target 96% tercapai 

100%. Indikator ini diukur dengan cara rekapitulasi ketersediaan obat dan vaksin 

esensial di puskesmas setiap bulan. Hal ini terjadi karena obat dan vaksin indikator 

selalu tersedia di UPTD GFK karena pengadaannya tidak pernah terlambat sehingga 

ketika puskesmas kehabisan obat atau vaksin tersebut dapat dengan mudah anfrag 

ke UPTD GFK. Selain itu tepatnya jadwal pengiriman terutama obat-obat indikator 

sehingga tidak sempat terjadi kekosongan di puskesmas. Koordinasi yang baik 

antara puskesmas dengan DKK maupun UPTD GFK untuk memenuhi ketersediaan 

obat terutama 20 obat yang menjadi indikator ketersediaan obat juga menjadi 

faktor penting tercapainya pengelolaan obat sesuai standar. 

Indikator kinerja kegiatan yang diukur pertama adalah jumlah paket reagensia 

dalam pengujian sampel. Dari target 2 paket tercapai semuanya 100% yaitu reagen 

kimia klinik dan reagen kimia lingkungan. Dari pengadaan reagensia tersebut 

menjadikan UPTD Labkesda dapat melakukan hampir semua pelayanan pengujian 

baik klinik maupun lingkungan. 

Indikator kinerja kegiatan yang kedua adalah pembinaan teknis mutu di 

puskesmas dari target 17 puskesmas tercapai 100%. Pembinaan teknis mutu yang 

dilakukan yaitu pelayanan kefarmasian pengelola obat ke pasien, masyarakat 

maupun tenaga kesehatan lain  meliputi Pelayanan Informasi Obat (PIO) baik aktif 

maupun pasif dan Konseling. Pembinaan teknis mutu dilakukan dengan cara 

mengunjungi puskesmas, memonitor pelayanan kefarmasiannya dan memberikan 

saran perbaikan ke puskesmas.   

Indikator kinerja kegiatan yang ketiga adalah Presentase sarana produksi 

pangan, distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar. 

Indikator ini diukur dengan cara menghitung volume distribusi sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan dari UPTD GFK ke masing-masing puskesmas. Dari target 

100% semuanya tercapai yang berarti semua puskesmas mendapat droping sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan dari UPTD GFK. Rata-rata tiap puskesmas 

mendapat droping sebanyak 6 kali dalam 1 tahun atau 2 bulan sekali.  

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2019 belum 

tercapai walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2018 naik secara signifikan 

sebesar 42,8%. Capaian kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang 

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar yang kurang memuaskan 

tersebut di atas antara lain disebabkan oleh: 

1. Masih ada 3 puskesmas yang tidak mempunyai tenaga kefarmasian. 

2. Adanya double job pengelola obat puskesmas yang berpotensi besar terjadinya 

kesalahan pengelolaan obat 

3. Kemampuan perencanaan pengelola obat sebagian besar belum optimal, hanya 

berpedoman pada metode konsumsi 



68 

 

4. Kurangnya komunikasi antara petugas gudang farmasi dengan pengelola obat 

puskesmas terkait permintaan obat dan bmhp melalui lplpo sehingga berpotensi 

menumpuknya obat kadaluarsa di puskesmas 

5. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pengelola obat puskesmas dengan 

tenaga kesehatan lain di puskesmas sehingga mengakibatkan kekosongan obat 

dan bmhp di puskesmas maupun alternative pengganti obat tersebut. 

6. Penyimpanan obat dan bmhp di gudang maupun di ruang farmasi yang tidak 

sesuai standar baik Look Alike Sound Alike (LASA), First ED First Out (FEFO), 

Suhu Ruangan, dan sebagainya. 

7. Waktu tunggu distribusi dari UPT Dinkes Gudang Farmasi yang bertambah 

karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana 

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan oleh seluruh jajaran 

Dinas Kesehatan meliputi : 

1. Mengajukan usulan pemerataan tenaga farmasi yang masih menumpuk di 1 

puskesmas. 

2. Melatih pengelola obat puskesmas tentang perencanaan dalam rapat pengelola 

obat 

3. Memotivasi para pengelola obat puskesmas maupun Gudang Farmasi untuk 

meningkatkan komunikasi terutama saat distribusi obat atau bmhp yang hampir 

ED dari Gudang Farmasi 

4. Mengaktifkan komunikasi antar tenaga kesehatan di puskesmas melalui tim mutu 

puskesmas 

5. Melatih pengelola obat puskesmas tentang penyimpanan obat dan bmhp yang 

baik dan benar, mengaktifkan pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan 

pasien terutama yang berhubungan dengan obat dan perbekalan kesehatan 

sehingga ada bahan evaluasi setiap tahun 
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Sasaran 16 
Menjamin Peningkatan mutu pelayanan dan keamanan 

sediaan farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. 

Adapun capaian dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama Target 2019 Capaian 

kinerja 2019 

Persen 

capaian 

Presentase sarana produksi, distribusi, 

sediaan farmasi, perbekalan 

kesehatan dan pangan yang 

memenuhi persyaratan kesehatan 

98% 100% 100% 

 

Untuk mencapai  sasaran tersebut maka dilaksanakan program dengan target 

sebagai berikut  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2019 

Capaian 
Kinerja 

% 
Capaian 
Kinerja 

Program Pengawasan 

obat dan makanan 

Persentase industri 

rumah tangga pangan 

yang berizin  

≥ 80% 96% 100% 

 
Capaian Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang Berijin dengan 

target ≥80% melebihi target yaitu 96% karena ada 10 sarana yang tidak 

dikeluarkan rekomendasi PIRT dari yang mengajukan sebanyak 250 selama tahun 

2019. Hal ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya 89,4%. Sebelum ijin 

diberikan terlebih dahulu para peserta yang mengajukan ijin diberikann 

Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 

4 kali dalam setahun.  Bukti bahwa peserta telah mengikuti kegiatan PKP adalah 

dengan dikeluarkannya sertifikat PKP. Setelah mengikuti penyuluhan, survey 

tempat usaha dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan dengan ceklist yang 

telah disediakan sesuai dengan peraturan Kepala BPOM RI No. 22 tahun 2018 

tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 

Jika hasil survey tersebut memenuhi syarat maka rekomendasi Ijin IRTP 

diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan masa berlaku 5 tahun dan 

harus melakukan pembaharuan kembali jika kegiatan operasional masih berjalan. 

Untuk melaksanakan program tersebut maka Seksi Farmalkes 

melaksanakan kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut : 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

2019 

Capaian 

Kinerja 

Persen 

Capaian 

Pengawasan obat 

dan makanan 

  

Presentase sarana 

produksi pangan, 

distribusi sediaan farmasi 

dan perbekalan 

kesehatan yang 

memenuhi standar 

100% 100% 100% 
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Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

2019 

Capaian 

Kinerja 

Persen 

Capaian 

Presentase industri 

Rumah Tangga Pangan 

yang berizin 

80% 96% 100% 

  

Presentase pangan 

produksi IRTP dan 

pangan jajan anak 

sekolah yang tidak 

menggunakan bahan 

berbahaya 

100% 100% 100% 

 
Program pengawasan obat dan makanan secara umum menunjukkan  hasil anggaran 

awal maupun perubahan tetap Rp 30.000.000,- sesuai dengan target meliputi pengujian 

sampel makanan dari bahan berbahaya (formalin, borax dan pewarna), penyuluhan 

dengan mengundang narasumber cara produksi pangan yang baik dan sehat, dan 

supervisi tempat produksi pangan rumah tangga.   

Indikator Persentase pangan produksi IRTP dan pangan jajan anak sekolah yg tidak 

menggunakan bahan-bahan berbahaya dengan target 100%. Capaian indikator ini adalah 

100% karena dari semua sampel yang diambil dan diperiksa kandungan sakarin dan 

benzoat di laboratorium kesehatan daerah provinsi Jawa Tengah dan uji formalin, borax, 

dan pewarna di laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Banjarnegara semuanya 

memenuhi syarat baku mutu.  
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Sasaran 18 

Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 

serta  Informasi Kesehatan yang handal, akuntabel, Realible dan 

measurable 

 
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun 

capaian dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Indikator kinerja utama Target 2019 Capaian kinerja 
2019 

Persen 
capaian 

Nilai SAKIP Dinas 

Kesehatan Kabupaten 
Banjarnegara 

Nilai SAKIP di atas 60 60,45* 100% 

 
Untuk mencapai  sasaran tersebut maka dilaksanakan program dengan target sebagai 

berikut : 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Target 

2019 

Capaian 

Kinerja 

% 
Capaian 

Kinerja 

peningkatan 
pengembangan 
sistem 

pelaporan 
capaian kinerja 

dan keuangan 

Persentase Jenis dan jumlah 
dokumen perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan serta pengelolaan 

informasi kesehatan  yang bisa 
dihasilkan per tahun oleh Dinas 

Kesehatan 

100% 100% 100% 

Persentase Dokumen Keuangan 
yang tersusun 

100% 100% 100% 

pengembangan 
SDM dan data 

base 

 Persentase Puskesmas yang 
menggunakan Sistem Informasi 

Kesehatan Puskesmas (SIMPUS) 

80% 60% 75% 

 

Untuk melaksanakan program tersebut maka Subbag Program dan Informasi 

melaksanakan kegiatan dengan target kinerja yang telah tercapai 100%, namun ada satu 

indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase Puskesmas yang menggunakan 

Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS) hal ini dipengaruhi oleh faktor, 

ketersediaan tenaga pengelola simpus yang terlatih, sarana prasarana SIMPUS belum 

mendukung optimal di setiap ruang pelayanan, sistem jaringan baik intranet maupun 

internet di setiap puskesmas belum optimal. kegiatan yang sudah dilakukan hingga 

penyusunan dokumen mulai dari proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

sudah terlaksana. 

Capaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 – 

2019 adalah sebagai berikut : 

Indikator Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Target 2019 

Nilai SAKIP Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Nilai SAKIP atas 

Kinerja Tahun 

2016 sebesar 

50,99 (CC) 

Nilai SAKIP atas 

Kinerja Tahun 

2017 sebesar 

62,8 (B) 

Nilai SAKIP 

atas Kinerja 

Tahun 2018 

sebesar 

60,45 (B) 

Nilai Di atas 

60 

 

Dari Tabel di atas Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengalami 

penurunan dari Tahun 2018. Pada Tahun 2017 dilakukan evaluasi SAKIP Tingkat 
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Kabupaten atas kinerja Tahun 2016 , diperoleh Nilai SAKIP sebesar 50,99 dengan 

kategori CC. Pada Tahun 2018 dilaksanakan evaluasi SAKIP Tingkat Kabupaten atas 

kinerja tahun 2017, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 62,80 (B) dengan interpretasi 

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen  kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Pada Tahun 2019 dilaksanakan evaluasi 

SAKIP Tingkat Kabupaten atas kinerja tahun 2018, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 60,45 

(B) dengan interpretasi Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat 

digunakan untuk manajemen  kinerja, dan perlu sedikit perbaikan 

Ada penurunan Nilai sebesar 2,35. Penurunan ini pada komponen evaluasi internal, 

belum optimalnya data dukung pelaksanaan evaluasi internal di Dinas Kesehatan, 

sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap SPIP Dinas kesehatan. Dari sisi target 

sudah tercapai yaitu Nilai SAKIP sudah di atas 60. 

Adapun kendala yang mempengaruhi adalah komitmen dalam implementasi sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh seluruh jajaran di Dinas Kesehatan, sistem 

aplikasi SAKIP yang belum optimal, kurangnya data dan dokumen dukung dalam 

implementasi SAKIP 

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain terus melakukan upaya 

pembenahan pada setiap komponen manajemen kinerja antara lain Perencanaan Kinerja, 

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan pencapaian sasaran 

organisasi, serta penguatan Tim SPIP Dinas Kesehatan, telah melaksanakan review 

renstra sebagai bagian dari komponen perencanaan kinerja. Review Renstra dilaksanakan 

pada Bulan Oktober 2019 dengan Narasumber dari Baperlitbang, Inspektorat dan Bagian 

Organisasi, pembentukan tim penyusun laporan ikhtisar kinerja yang memiliki tugas 

dalam menyusun perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja), monitoring dan evaluasi 

kinerja setiap tiga bulan sekali dan semester, menyusun pelaporan kinerja, meningkatkan 

kapasitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan 

dalam menuyusun perjanjian kinerja dan berkewajiban menyusun pelaporan kinerja 

sebagaimana diamanatkan pada pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.  

Alokasi Anggaran Tahun 2019 Kegiatan  Penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 30.000.000,- Realisasi Keuangan sebesar Rp. 

25.004.800,- (85%) dengan Realisasi Fisik 100%, artinya semua kegiatan telah 

terlaksana yaitu pertemuan penyusunan laporan capaian kinerja akhir tahun instansi 

pemerintah, monitoring capaian kinerja setiap triwulan dan semester, pertemuan 

pendampingan review renstra tingkat bidang dan seksi, selain itu ada kegiatan Monitoring 

Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- Realisasi 

Keuangan Rp. 84.487.981,- (84%) Dengan Realisasi Fisik kegiatan 90%. Adapun 

kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pendampingan musrenbang tingkat 

kecamatan, pendampingan lokakaryamini kesehatan lintas sektor tiap kecamatan, 

monitoring kegiatan setiap triwulan baik kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun 
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di UPTD Puskesmas, Bintek capaian kinerja dan bimbingan manajemen kesehatan ke 

UPTD Puskesmas, namun ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Rapat kerja 

Kesehatan Daerah (Rakerkesda) hal ini dikarenakan kesulitan waktu dalam teknis 

kegiatan terkait Narasumber dan kegiatan lainnya, solusi yang akan dilakukan di Tahun 

2020 adalah meningkatkan perencanaan pelaksanaan Rakerkesda setelah Rakerkesnas 

berlangsung. 

Selain kegiatan tersebut di atas, dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai 

E SAKIP adalah kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan/RS guna 

mendukung keterbukaan informasi pelayanan publik dan memudahkan dalam pencatatan 

dan pelaporan kinerja perlu adanya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 

Kesehatan/RS. Pada Tahun alokasi anggaran sebesar Rp. 123.325.000,- Realisasi 

Keuangan Rp. 103.310.400,-(85%) dengan Realisasi Fisik sebesar 90%. Kegiatan yang 

telah dilaksanakan Terlaksananya monitoring dan evaluasi SIMPUS, pemeliharaan 

software aplikasi SIMPUS, Sosialisasi Aplikasi SIMPUS, Bimbingan Teknis SIMPUS, 

pertemuan Tim SIK Tingkat Kabupaten, Pertemuan Petugas SIMPUS. Permasalahan 

adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait Sistem Pencatatan 

Pelaporan Puskesmas ditiadakan , dan dialihkan ke Sistem Informasi Puskesmas (SIP) 

sehingga perlu maintenance dengan aplikasi software SIMPUS. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN  

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagai Perangkat Daerah teknis yang 

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan 

pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi 

tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan 

sarana secara efektif dan efisien mungkin .  

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan 

berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori 

Baik (Nilai 75% – 100%) 

Dari Sasaran kinerja yang ada, terdapat 21 Indikator Kinerja Utama mencapai 

target, dan ada 10 Indikator Kinerja Utama belum mencapai target.  Selain itu pula 

meskipun target indikator sasaran tercapai namun apabila diukur indikator 

program/outcome dan indikator kegiatan/output belum mencapai target, adanya 

permasalahan atau hambatan adanya banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian 

outcome maupun output. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2020 anggaran yang bersumber dari APBD (Termasuk didalamnya 

DAK Fisik dan DAK Non Fisik) yaitu sebesar Rp. 141.134.240.245,00 dengan Realisasi 

Anggaran sebesar Rp. 129.853.857.702,00 (92%) dengan Realisasi Fisik rata-rata 95%. 

 
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa Datang  

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas kesehatan dimasa 

mendatang antara lain :  

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam 

pembangunan kesehatan  

2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan 

yang masih memerlukan upaya keras  

3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan 

4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian 

permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan 

kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan  

5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan 

Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan.  

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

atau evaluasi untuk pencapaian kinerja yang akan datang. 
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